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MOTTO 

 

“When you say “It’s hard”, it actually 

means “I’m not strong enough to fight for 

it”. Stop saying its hard. Think positive!” 

(Robert Frost) 
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RINGKASAN 

 Dita Kurnia Sari, 2014, Evaluasi Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak 
Hotel Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Intern (Studi Pada Dinas 
Pendapatan Daerah Kota Malang). Drs. Muhammad Saifi, M.Si, Dra. Zahroh Z.A, 
M.Si, 127 hal + xiv 

 
 Pajak hotel merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat 
dikembangkan potensinya yaitu melalui penerimaan pajak hotel. Pajak hotel sebagai 
salah satu sumber pendapatan daerah harus memiliki suatu sistem dan prosedur yang 
dijalankan dengan baik mulai pendaftaran, pendataan, penetapan, penyetoran serta 
penagihan. Prosedur tersebut rawan akan penyimpangan yang dilakukan, maka 
diperlukan pengendalian intern yang baik dalam pemungutan pajak hotel untuk 
mengontrol seluruh kegiatan yang berjalan. Evaluasi terhadap sistem dan prosedur 
pemungutan pajak hotel diperlukan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari 
sistem yang selama ini dijalankan sehingga penyimpangan yang terjadi dapat 
diminimalisir dan dihindari. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penerapan sistem dan 
prosedur pemungutan pajak hotel yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah 
Kota Malang serta mengetahui sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel pada 
Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sudah mendukung terlaksananya 
pengendalian intern. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 
penelitian deskriptif. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem dan prosedur 
pemungutan pajak hotel pada Dinas Pendapatan daerah Kota Malang sudah berjalan 
dengan baik namun masih terdapat kekurangan. Pengendalian intern terhadap sistem 
pemungutan pajak hotel masih terdapat ketidaksesuaian dengan pedoman Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 salah satunya perangkapan tugas yang dilakukan 
seksi pendaftaran dan pendataan.  

 Saran yang dapat diberikan untuk mengatasi kelemahan yang ditemukan 
adalah memisahkan antara fungsi pendaftaran dan pendataan serta pengendalian 
intern dalam sistem pemungutan pajak hotel lebih ditingkatkan agar tidak terjadi 
kemungkinan adanya kecurangan. 

Kata Kunci : sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel, pengendalian 
intern 
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SUMMARY 

Dita Kurnia Sari, 2014, The Evaluation of Hotel Tax Collection System 
and Procedure To Improve Internal Control (Study at The Local Income Official 
of Malang City), Dr. Muhammad Saifi, M.Si, Dra. Zahroh, Z.A., M.Si, 127 pages + 
xiv 

 

Hotel tax is one source of local genuine income. Given this status as a 
potential source for local revenue, hotel tax is required to have a well-managed 
system and procedure starting from registration, data processing, bill determination, 
saving, and collection. This procedure, however, is easily subjected to fraud, and 
therefore, good internal control is needed to collect hotel tax. Evaluation against 
hotel tax collection system and procedure shall be important to understand the 
strength and weakness of this system such that the fraud can be minimized and 
avoided.    
 
 The objectives of research are to describe the application of hotel tax 
collection system and procedure by the Local Income Official of Malang City, and to 
acknowledge hotel tax collection system and procedure applied by the Local Income 
Official of Malang City to develop internal control. Research type is descriptive 
study. 

 Result of research indicates that the implementation of hotel tax collection 
system and procedure by the Local Income Official of Malang City is classified as 
good but with few exceptions. Internal control over hotel tax collection system is still 
not consistent to the manual of Government Regulation No. 60 of 2008, especially 
related to the presence of double tasks charged into the division of registration and 
data processing. 

 It may be suggested that weakness can be dealt by separating the function of 
registration and data processing. Internal control of hotel tax collection system shall 
be improved to minimize the presence of fraud. 
 
Keywords: hotel tax collection system and procedure, internal control 
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 BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan suatu daerah menjadi salah satu unsur penting bagi suksesnya 

pembangunan nasional. Pembangunan nasional membutuhkan biaya yang besar yang 

tidak bisa dibebankan pada pemerintah pusat saja, akan tetapi harus dibagi rata 

dengan pemerintah daerah. Adapun tujuan dari pembangunan daerah adalah untuk 

pemerataan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di 

seluruh Indonesia. Menurut Siagian dalam Halim (2002:345) pembangunan adalah 

proses perubahan yang terencana dari suatu kondisi nasional ke situasi nasional yang 

lain yang dinilai lebih tinggi, dengan kata lain menyangkut proses perbaikan. 

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah, maka kabupaten atau kota sebagai daerah otonom memiliki 

kewenangan yang luas terhadap daerahnya sendiri untuk mengolah sumber daya dan 

potensi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara resmi 

otonomi daerah mulai diterapkan pada tanggal 1 Januari 2001.  

Penyerahan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan. 

Pelaksanaan otonomi daerah yang semakin luas mendorong pemerintah kota untuk 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang diikuti peningkatan terhadap 

daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber pendapatan asli 



 
 

 

 

daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu : 

1) Pajak daerah 

2) Retribusi daerah 

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  

4) Lain-lain PAD yang sah 

Sumber penerimaan yang dapat digali oleh pemerintah daerah adalah melalui 

pajak daerah. Menurut Resmi (2013:8) pajak daerah dapat diartikan sebagai pajak 

yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Daerah Tingkat I (pajak provinsi) 

maupun Daerah Tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai 

rumah tangga daerah masing-masing. Banyaknya sumber penerimaan dari pajak 

daerah, salah satu obyek dari pajak daerah yang dapat dikembangkan potensinya oleh 

pemerintah daerah ialah melalui pajak hotel. 

Menurut Prakosa (2003:116) pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. 
Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat 
menginap atau beristirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya 
dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola 
dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. 

 
 

Fasilitas hotel banyak digunakan oleh berbagai kalangan yang berkepentingan 

pada suatu daerah. Mengingat Kota Malang sebagai kota yang sedang berkembang 

dan terus melakukan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini menjadikan Kota 

Malang banyak diminati oleh para pemilik usaha lokal maupun yang berasal dari luar 

Kota Malang melihat potensi bisnis yang terbuka lebar. Seiring dengan pesatnya 

pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kota Malang menjadi tujuan 

wisata baik turis lokal maupun asing yang datang dan memanfaatkan fasilitas hotel
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yang tersedia. Hal ini berpengaruh positif pada peningkatan penerimaan pajak hotel 

Kota Malang. Berikut ini akan disajikan tingkat pencapaian pajak daerah dan 

kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang, yaitu : 

Tabel 1: Tingkat Pencapaian Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2009-2013 (dalam 
rupiah) 

Tahun Target Realisasi Persentase 
Realisasi  

2009 92.772.122.460,02 91.991.090.606,21 99,16% 

2010 104.802485.741,16 113.502.021.204,78 108,30% 

2011 162.332.588.459,55 185.820.893.982,76 114,47% 

2012 200.671.267.208,87 230.290.495.954,67 114,76% 

2013 210.287.899.778,18 238.499.748.161,57 113,41% 

Sumber: Dispenda Kota Malang, 2014 

Informasi yang telah disajikan pada tabel 1 tersebut menunjukkan adanya 

kecenderungan positif dalam peningkatan pencapaian realisasi Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Terkecuali yang terjadi 

pada tahun 2009 menunjukkan bahwa target PAD tidak dapat terealisasi. Tahun 

anggaran 2009 persentase tercapainya pajak daerah menunjukkan sebesar 10,30%, 

tahun anggaran 2010 persentase tercapainya sebesar 108,30%, tahun anggaran 2011 

sebesar 114,47% dan 114,76% untuk tahun 2012. Pada tahun anggaran 2013 

mengalami penurunan yaitu sebesar 113,41%.  

 

 

 



4 

 

 
 

Tabel 2: Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Kota Malang Tahun 2009-2013 

Tahun 
Target 
(Rp) 

Realisasi 
(Rp) 

Target PAD 
(Rp) 

Kontribusi 
Terhadap 
PAD (%) 

2009 5.085.730.000 5.204.343.124 92.772.122.460 5,60% 

2010 6.600.928.510 7.335.305.695 104.802.485.741 7,00% 

2011 7.937.911.592 8.136.987.336 162.332.588.459 5,01% 

2012 8.913.290.057 9.787.551.997 200.671.267.208 4,88% 

2013 11.115.346.405 13.934.800.659 210.287.899.778 6,63% 

Sumber: Dispenda Kota Malang, 2014     

Berdasarkan tabel 2 mengenai kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2009 kontribusinya sebesar 

5,60%, pada tahun anggaran 2010 kontribusi yang diberikan sebesar 7,00%. Tahun 

2011 mengalami penurunan kontribusi yaitu sebesar 5,01% dan pada tahun 2012 

kontribusinya sebesar 4,88%. Tahun anggaran 2013 mengalami kenaikan yaitu 

sebesar 6,63%. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 mengenai pajak daerah di 

Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. 

Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pemungutan masing-masing 

pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi dan kabupaten atau kota yang 

bersangkutan. Jenis-jenis aspek pajak yang dipungut pada masing-masing daerah 

(provinsi dan kabupaten atau kota), antara lain: 

1. Jenis Pajak Provinsi 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak 

daerah, jenis-jenis pajak provinsi dibagi menjadi 4 jenis, yaitu : 
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a. Pajak kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. 

2. Jenis Pajak Kabupaten atau Kota 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak 

daerah, jenis-jenis pajak kabupaten atau kota dibedakan menjadi 7 jenis, yaitu : 

a. Pajak hotel 

b. Pajak restoran 

c. Pajak hiburan 

d. Pajak reklame 

e. Pajak penerangan jalan 

f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C 

g. Pajak parkir 

Banyaknya sumber-sumber pendapatan di daerah yang harus digali dan 

dikelola, maka pemerintah daerah mendirikan suatu organisasi pelaksana di bidang 

ini yaitu Dinas Pendapatan Daerah. Dinas ini merupakan suatu badan yang 

mempunyai tugas untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah dari sektor 

pajak maupun retribusi. Dispenda perlu mengupayakan usaha-usaha untuk 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan penggalian dana, 

penggunaan dana, dan pengembangan sumber-sumber dana yang berasal dari 

pendapatan daerah. Adapun rangkaian kegiatan suatu penerimaan pajak disebut 

sistem dan prosedur. 

Menurut Cole dalam Baridwan (2012:3) pengertian sistem dan prosedur adalah 
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Sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan 
yang disusun dengan suatu skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu 
kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan. Prosedur adalah suatu urutan 
pekerjaan kerani (clerical), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu 
bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam 
terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi. 

 
Pelaksanaan pemungutan pajak hotel diperlukan adanya pengendalian intern 

yang baik. Pengendalian intern yang baik akan mengontrol suatu kegiatan agar 

berjalan secara efektif dan efisien khususnya pada sistem pemungutan pajak hotel. 

Pengendalian intern menurut Mulyadi (2008:163), sistem pengendalian intern 

meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk 

menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, 

mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan. Evaluasi terhadap 

pelaksanaan pengendalian intern yang dilakukan oleh pemerintah harus dilakukan 

untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari sistem yang selama ini dijalankan. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah, maka pengendalian intern yang baik harus 

memenuhi unsur-unsur yang meliputi : 

1. Lingkungan pengendalian 

2. Penilaian risiko 

3. Kegiatan pengendalian 

4. Informasi dan komunikasi 

5. Pemantauan pengendalian intern 

 
Pajak hotel merupakan sumber pendapatan yang potensial bagi Kota Malang 

karena memiliki potensi untuk terus meningkat seiring dengan perkembangan 

pembangunan Kota Malang. Selain itu, diharapkan dengan meningkatnya PAD inilah 
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pengendalian intern terhadap sistem pemungutan pajak hotel dapat meningkat pula. 

Pengendalian intern yang baik diharapkan dapat memberikan kepastian kepada 

masyarakat bahwa pemungutan pajak hotel dilakukan dengan benar sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Mengingat pelaksanaan sistem pemungutan pajak hotel terdiri dari rangkaian 

kegiatan yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 

Kegiatan tersebut dimulai dari prosedur pengumpulan data, prosedur penetapan 

pajak, prosedur penagihan pajak, sampai dengan prosedur pengawasan penyetoran 

pajak. Prosedur tersebut rawan akan penyimpangan yang dilakukan, maka diperlukan 

pengendalian intern yang baik dalam pemungutan pajak hotel untuk mengontrol 

seluruh kegiatan yang berjalan. Hal tersebut diperlukan agar penyimpangan yang 

terjadi dapat diminimalisir dan dihindari. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian 

internal mempunyai peranan yang sangat besar dalam sistem pemungutan pajak di 

Kota Malang. Pengendalian internal atas sistem  pemungutan pajak merupakan suatu 

tindakan untuk meminimalisir penyelewengan yang mungkin terjadi. Sesuai dengan 

latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “Evaluasi Sistem 

Dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel Dalam Upaya Mendukung Pengendalian 

Intern.” 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel yang 
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dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang? 

2. Apakah sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel yang telah dilakukan 

oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sudah mendukung 

terlaksananya pengendalian intern? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui gambaran penerapan sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel 

yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang 

2. Mengetahui sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel pada Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Malang sudah mendukung terlaksananya 

pengendalian intern. 

 
D. Kontribusi Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, hasil penelitian ini 

harapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut : 

1. Manfaat Akademis 

a) Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan dan menambah 

ilmu pengetahuan di masa mendatang mengenai evaluasi sistem 

pemungutan pajak hotel di Kota Malang. 

b) Memberikan informasi pengetahuan khususnya mengenai pajak hotel, 

sekaligus sebagai referensi bagi penulis lain di masa mendatang yang 

berminat dan memiliki tujuan yang sama. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian dapat memberikan saran, masukan, atau bahan pertimbangan  
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dalam merumuskan kebijakan strategis untuk meningkatkan pelaksanaan 

pengendalian intern pada sistem pemungutan pajak hotel kota Malang. 

 
E. Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan yang digunakan adalah sebagai 

berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang yang menjadi dasar penelitian, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab tinjauan pustaka berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan 

judul penelitian yang nantinya digunakan untuk membahas lebih 

lanjut. Teori yang digunakan meliputi sistem akuntansi, 

pengendalian intern, penerimaan kas, pajak daerah, pajak hotel, 

pendapatan asli daerah. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab metode penelitian menjelaskan tentang metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian meliputi jenis penelitian, fokus 

penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data, instrumen penelitian, serta metode analisis. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan pembahasan pokok permasalahan yang diawali  
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 dengan gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian dan 

analisis serta interpretasi data. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan dalam bab sebelumnya 

serta saran dan kritik yang mungkin akan dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Sistem Akuntansi 

1. Pengertian Sistem Akuntansi 

Sistem akuntansi dalam suatu perusahaan merupakan suatu sistem yang 

mempunyai peranan penting dalam perkembangan serta dalam pencapaian tujuan 

organisasi. Sistem akuntansi yang baik dapat menghasilkan suatu informasi yang 

dibutuhkan bagi suatu perusahaan. 

Menurut Mulyadi (2008:3), sistem akuntansi adalah organisasi formulir, 

catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan 

informasi yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan 

perusahaan. 

Menurut Baridwan (2012:4) sistem akuntansi adalah formulir-formulir, buku-
buku catatan, prosedur-prosedur dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah 
data yang berhubungan dengan usaha suatu perusahaan dengan tujuan untuk 
menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan oleh 
manajemen untuk mengawasi usahanya, dan bagi pihak-pihak lain yang 
berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur dan lembaga-lembaga 
pemerintah untuk menilai hasil operasi perusahaan. 
 
Berdasarkan beberapa pengertian menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan 

bahwa sistem akuntansi adalah sekumpulan formulir-formulir, catatan-catatan, 

prosedur-prosedur, dan alat-alat sebagai sarana untuk membantu pekerjaan pihak-

pihak yang berkepentingan yang berguna untuk memberikan informasi keuangan 

yang dibutuhkan oleh manajemen suatu perusahaan guna memudahkan pengelolaan 

perusahaan. 
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2. Pengertian Sistem dan Prosedur 

Terdapat bermacam-macam pendapat dari para ahli yang mempunyai cara 

pandang berbeda mengenai pengertian sistem dan prosedur. Menurut Moscove dalam 

Baridwan (2012:4) sistem adalah suatu kesatuan (entity) yang terdiri dari bagian-

bagian (disebut subsistem) yang saling berkaitan dengan tujuan untuk mencapai 

tujuan-tujuan tertentu.  

Menurut Cole dalam Baridwan (2012:3) pengertian sistem dan prosedur 

adalah: 

Sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan 
yang disusun dengan suatu skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu 
kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan. Prosedur adalah suatu urutan 
pekerjaan kerani (clerical), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu 
bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam 
terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi. 

 
Adapun definisi mengenai sistem dan prosedur menurut Mulyadi (2008:5) 

sebagai berikut: 

Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu 
untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Prosedur adalah suatu 
kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen 
atau lebih, yang dibuat utnuk menjamin penanganan secara seragam transaksi 
perusahaan yang terjadi berulang-ulang.  
 
Menurut Sutabri (2009:18) sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat 
menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. 
Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa 
orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin 
penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. 
 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem 

merupakan jaringan prosedur yang terdiri dari kegiatan-kegiatan pada organisasi 

saling berhubungan dan berinteraksi untuk berusaha mencapai tujuan perusahaan.  
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Sedangkan prosedur merupakan serangkaian kegiatan yang berurutan terhadap 

transaksi-transaksi yang terjadi secara berulang-ulang.  

 
3. Fungsi Sistem Akuntansi 

Menurut Mulyadi (2010:19-20) fungsi umum sistem akuntansi, antara lain: 

a. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru 
Kebutuhan pengembangan sistem akuntansi terjadi jika perusahaan baru 
didirikan atau suatu perusahaan menciptakan usaha baru yang berbeda 
dengan usaha yang telah dijalankan selama ini. 

b. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada 
Adakalanya sistem akuntansi yang berlaku tidak dapat memenuhi kebutuhan 
manajemen, baik dalam hal mutu, ketepatan penyajian maupun struktur 
informasi yang terdapat dalam laporan. Hal ini kemungkinan disebabkan 
oleh perkembangan usaha perusahaan, sehingga menuntut system auntansi 
untuk dapat menghasilkan laporan dengan mutu informasi yang lebih baik 
dan tepat penyajiannya sesuai dengan kebutuhan manajemen. 

c. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern 
Akuntansi merupakan alat pertnggungjawaban kelayakan suatu organisasi. 
Pengembangan system akuntansi seringkali ditujukan untuk memperbaiki 
perlindungan terhadap kekayaan organisasi sehingga pertanggungjawaban 
terhadap penggunaan kekayaan organisasi dapat dilaksanakan dengan baik. 
Pelaksanaan system akuntansi dapat pula ditujukan untuk mmperbaiki 
pengecekan intern agar informasi yang dihasilkan oleh system tersebut 
dapat dipercaya. 

d. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi 
Pengembangan sistem akuntansi seringkali ditujukan untuk menghemat 
biaya. Informasi merupakan barang ekonomi Untuk memperolehnya 
diperlukan pengorbanan sumber ekonomi yang lain. Oleh karena itu dalam 
menghasilkan informasi perlu dipertimbangkan besarnya manfaat yang 
diperoleh dengan pengorbanan yang dilakukan. Jika pengorbanan untuk 
memperoleh informasi keuangan diperhitungkan lebih besar disbanding 
dengan manfaat yang diperoleh, system sudah ada perlu dirancang kembali 
untuk mengurangi pengorbanan sumber daya bagi penyediaan informasi 
tersebut. 
 

B. Pengendalian Intern 

1. Pengertian Pengendalian Intern 

Setiap kegiatan yang berjalan dalam suatu organisasi maupun perusahaan pasti 
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akan mengalami hambatan berupa masalah. Masalah tersebut bisa berasal dari 

internal maupun eksternal suatu perusahaan. Agar masalah tersebut dapat dipecahkan 

dan diminimalisir, maka suatu perusahaan perlu menerapkan pengendalian intern. 

Hal ini dijalankan untuk mengurangi terjadinya masalah yang tidak sesuai dengan 

kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan. 

Menurut Mulyadi (2010:163) pengendalian intern meliputi struktur organisasi, 

metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan 

organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi 

dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 

Pengendalian intern adalah sebagai berikut : Pengawasan yang meliputi 
struktur organisasi dan semua cara serta alat-alat yang dikoordinasikan dan 
digunakan dalam perusahaan dengan tujuan menjaga keamanan harta milik 
perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan 
efisiensi di dalam usaha, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan 
manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu (Sutabri,2009:33)  
 
Menurut Bodnar (2003:11) pengendalian intern adalah yang ditetapkan untuk 

memberikan jaminan tercapainya tujuan keandalan laporan keuangan, efektivitas dan 

efisiensi operasi, ketaatan atas ketentuan dan peraturan yang berlaku. 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengendalian 

intern merupakan suatu sistem perencanaan yang dibuat oleh perusahaan meliputi 

struktur organisasi dan semua alat-alat yang dikoordinasikan guna menjaga 

keamanan asset perusahaan, meningkatkan kepercayaan, dan dipatuhinya kebijakan 

perusahaan. 
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2. Tujuan Pengendalian Intern 

Tujuan pengendalian intern menurut Mulyadi (2010:163) adalah sebagai 

berikut : 

a. Menjaga kekayaan organisasi 

b. Mengecek ketelitian dan keandalan akuntansi 

c. Mendorong efisiensi 

d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen 

Menurut Boynton & Kell (2003:325) tujuan dari pengendalin intern adalah: 

a. Keandalan pelaporan keuangan 

b. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta 

c. Terciptanya efisiensi dari suatu operasi. 

Setelah dijelaskan beberapa tujuan sistem pengendalian intern diatas, dapat 

diambil kesimpulan bahwa pengendalian intern bertujuan untuk mencegah tindakan-

tindakan yang menyimpang dari kebijakan manajemen yang sudah ditetapkan 

sehingga dapat merugikan kekayaan dan kegiatan operasional suatu perusahaan. 

 
3. Unsur-Unsur Pengendalian Intern 

Menurut  Mulyadi (2010:164) terdapat beberapa unsur dalam pengendalian 

intern, unsur-unsur tersebut sebagai berikut : 

a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara 
tegas. 

b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan 
yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. 

c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 
organisasi. 

d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 
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Menurut Sutabri (2009:33) terdapat beberapa elemen pokok  yang merupakan 

karakteristik suatu pengendalian intern, yaitu sebagai berikut : 

a. Suatu struktur organisasi yang memisahkan tanggung  jawab fungsional 
secara tepat 

b. Suatu sistem wewenang dan prosedur pembukuan yang baik yang berguna 
untuk melakukan pengawasan akuntansi yang cukup terhadap harta milik, 
utang-utang, pendapatan, dan biaya-biaya. 

c. Praktek-praktek yang sehat harus dijalankan di dalam melakukan tugas-
tugas dan fungsi-fungsi setiap bagian dalam organisasi. 

d. Suatu tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggung jawabnya. 
 

Keempat unsur-unsur yang sudah disebutkan oleh para ahli di atas merupakan 

karakteristik terpenting yang ada pada sistem pengendalian intern suatu organisasi. 

Terpenuhinya unsur-unsur pengendalian intern semata-mata bertujuan untuk 

menciptakan keandalan laporan keuangan suatu organisasi. Menurut Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian 

intern pemerintah, unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah meliputi : 

a. Lingkungan Pengendalian 
Pimpinan instansi wajib menciptakan dan memelihara lingkungan 
pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk 
penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui : 
1) Penegakan Integritas dan Nilai Etika 

a) Menyusun dan menerapkan aturan perilaku ; 
b) Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap 

tingkat pimpinan instansi pemerintah ; 
c) Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap 

kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku ; 
d) Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau 

pengabaian pengendalian intern ; dan 
e) Menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku 

tidak etis. 
2) Komitmen terhadap Kompetensi 

Komitmen terhadap kompetensi sebagaimana dimaksud sekurang-
kurangnya dilakukan dengan : 
a) Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam 
Instansi Pemerintah ; 
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b) Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi masing-
masing posisi dalam Instansi Pemerintah ; 

c) Memilih pimpinan Instansi Pemerintah yang memiliki kemampuan 
manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan 
Instansi Pemerintah. 

3) Kepemimpinan yang Kondusif 
Kepemimpinan yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
huruf c sekurang-kurangnya ditunjukkan dengan : 
a) Mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan ; 
b) Menerapkan manajemen berbasis kinerja ; 
c) Mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP ; 
d) Melindungi atas asset dan informasi dari akses dan penggunaan yang 

tidak sah ; 
e) Melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkat yang 

lebih rendah ; dan 
f) Merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan 

keuangan, penganggaran, program dan kegiatan. 
4) Pembentukan Struktur Organisasi yang sesuai dengan Kebutuhan 

Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan 
sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya dilakukan dengan : 
a) Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Instansi Pemerintah ; 
b) Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam Instansi 

Pemerintah ; 
c) Memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam 

Instansi Pemerintah ; 
d) Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur 

organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis ; dan 
e) Menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi 

pimpinan. 
5) Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat 

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sebagaimana 
dimaksud sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan memperhatikan hal-
hal sebagai berikut : 
a) Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan 

tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi 
Pemerintah ; 

b) Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan 
terkait dengan pihak lain dalam Instansi Pemerintah yang 
bersangkutan ; dan 

c) Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf b 
memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait 
dengan penerapan SPIP. 

6) Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang 
Pembinaan Sumber Daya Manusia 
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Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan 
sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan 
memperhatikan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut : 
a) Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan 

pemberhentian pegawai ; 
b) Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen ; 

dan 
c) Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai. 

7) Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang 
Efektif 
Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif 
sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya harus : 
a) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, 

efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan 
fungsi Instansi Pemerintah ; 

b) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen 
risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah ; 
dan 

c) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan 
tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. 

8) Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait 
Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait, 
sebagaimana dimaksud diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji 
antar Instansi Pemerintah terkait. 

b. Penilaian Risiko 
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian 
risiko sebagaimana dimaksud terdiri atas identifikasi risiko dan analisis 
risiko. Dalam rangka penilaian risiko, pimpinan Instansi Pemerintah 
menetapkan : 
1) Tujuan Instansi Pemerintah 

Tujuan Instansi Pemerintah memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, 
terukur, dapat dicapai, realistis dan terikat waktu.Tujuan ini wajib 
dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. 

2) Tujuan pada tingkatan kegiatan 
Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sekurang-kurangnya dilakukan 
dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut : 
a) Berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Instansi Pemerintah ; 
b) Saling melengkapi, saling menunjang dan tidak bertentangan satu 

dengan lainnya ; 
c) Relevan dengan seluruh kegiatan utama Instansi Pemerintah ; 
d) Mengandung unsur kriteria pengukuran ; 
e) Didukung sumber daya Instansi Pemerintah yang cukup ; 
f) Melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya. 

c. Kegiatan Pengendalian 
Kegiatan pengendalian terdiri atas : 
1) Review atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan dengan 
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membandingkan kinerja dengan tolok ukur kinerja yang ditetapkan. 
2) Pembinaan sumber daya manusia 
3) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi 

Kegiatan pengendalian atas sistem pengelolaan sistem informasi 
dilakukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi. 
Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, meliputi : 
a. Pengendalian umum 

Pengendalian umum terdiri atas : 
1. Pengamanan sistem informasi. 

(a) Pelaksanaan penilaian risiko secara periodik yang 
komprehensif ; 

(b) Pengembangan rencana yang menggambarkan program 
pengamanan serta kebijakan dan prosedur yang mendukungnya 
; 

(c) Penetapan organisasi untuk mengimplementasikan dan 
mengelola program pengamanan ; 

(d) Penguraian tanggung jawab pengamanan secara jelas ; 
(e) Implementasi kebijakan yang efektif; 
(f) Pemantauan efektivitas program pengamanan dan melakukan 

perubahan program pengamanan jika diperlukan. 
2. Pengendalian atas akses 

(a) Klasifikasi sumber daya sistem informasi berdasarkan 
kepentingan dan sensitivitasnya ; 

(b) Identifikasi pengguna yang berhak dan otorisasi akses ke 
informasi secara formal ; 

(c) Pengendalian fisik dan pengendalian logik untuk mencegah 
dan mendeteksi akses yang tidak diotorisasi ; 

(d) Pemantauan atas akses ke sistem informasi, investigasi atas 
pelanggaran, serta tindakan perbaikan dan penegakan disiplin. 

3. Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak 
aplikasi. 
(a) Otorisasi atas fitur pemrosesan sistem informasi dan 

modifikasi program ; 
(b) Pengujian dan persetujuan atas seluruh perangkat lunak yang 

baru dan yang dimutakhirkan ; 
(c) Penetapan prosedur untuk memastikan terselenggaranya 

pengendalian atas kepustakaan perangkat lunak. 
4. Pengendalian atas perangkat lunak sistem. 

(a) Pembatasan akses ke perangkat lunak sistem berdasarkan 
tanggung jawab pekerjaan dan dokumentasi atas otorisasi 
akses ; 

(b) Pengendalian dan pemantauan atas akses dan penggunaan 
perangkat lunak sistem ; 

(c) Pengendalian atas perubahan yang dilakukan terhadap 
perangkat lunak sistem. 

5. Pemisahan tugas. 
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(a) Identifikasi tugas yang tidak dapat digabungkan dan penetapan 
kebijakan untuk memisahkan tugas tersebut ; 

(b) Penetapan pengendalian akses untuk pelaksanaan pemisahan 
tugas ; 

(c) Pengendalian atas kegiatan pegawai melalui penggunaan 
prosedur, supervise dan review. 

b. Pengendalian Aplikasi 
Pengendalian aplikasi, terdiri dari : 
1. Pengendalian otorisasi 

(a) Pengendalian terhadap dokumen sumber ; 
(b) Pengesahan atas dokumen sumber ; 
(c) Pembatasan akses ke terminal entri data ; 
(d) Penggunaan file induk dan laporan khusus untuk memastikan 

bahwa seluruh data yang diproses telah diotorisasi. 
2. Pengendalian kelengkapan 

(a) Pengentrian dan pemrosesan seluruh transaksi yang telah 
diotorisasi ke dalam computer ; 

(b) Pelaksanaan rekonsiliasi data untuk memverifikasi 
kelengkapan data. 

3. Pengendalian akurasi 
(a) Penggunaan desain entri data untuk mendukung akurasi data ; 
(b) Pelaksanaan validasi data untuk mengidentifikasi data yang 

salah ; 
(c) Pencatatan, pelaporan, investigasi dan perbaikan data yang 

salah dengan segera ; 
(d) Review atas laporan keluaran untuk mempertahankan akurasi 

dan validitas data. 
4. Pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data 

(a) Penggunaan prosedur yang memastikan bahwa hanya program 
dan file data versi terkini digunakan selama pemrosesan ; 

(b) Penggunaan program yang memiliki prosedur untuk 
memverifikasi bahwa versi file komputer yang sesuai 
digunakan selama pemrosesan ; 

(c) Penggunaan program yang memiliki prosedur untuk mengecek 
internal file header labels sebelum pemrosesan 

(d) Penggunaan aplikasi yang mencegah perubahan file secara 
bersamaan. 

4) Pengendalian fisik atas asset 
Dalam melaksanakan pengendalian fisik atas asset, pimpinan Instansi 
Pemerintah wajib menetapkan, mengimplementasikan dan 
mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai : 
a) Rencana identifikasi, kebijakan dan prosedur pengamanan fisik ; 
b) Rencana pemulihan setelah bencana. 

5) Penetapan dan review atas indikator dan pengukuran kinerja 
Dalam melaksanakan penetapan dan review indikator dan pengukuran 
kinerja pimpinan Instansi Pemerintah harus : 
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a) Menetapkan ukuran dan indikator kinerja ; 
b) Mereview dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan 

keandalan ukuran dan indikator kinerja ; 
c) Mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja ; 
d) Membandingkan terus-menerus data capaian kinerja dengan sasaran 

yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut. 
6) Pemisahan fungsi 

Dalam melaksanakan pemisahan fungsi, pimpinan Instansi Pemerintah 
harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian 
tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang. 

7) Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting 
Dalam melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian, pimpinan 
Instansi Pemerintah wajib menetapkan dan mengkomunikasikan syarat 
dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai. 

8) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian. 
Dalam melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu, pimpinan 
Instansi Pemerintah perlu mempertimbangkan : 
a) Transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat 

segera ; 
b) Klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam seluruh 

siklus transaksi atau kejadian. 
9) Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya. 

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib membatasi akses atas sumber daya 
dan pencatatannya dan menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya 
dan pencatatannya. Dalam melaksanakan pembatasan akses atas sumber 
daya dan pencatatannya, pimpinan Instansi Pemerintah wajib 
memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang dan 
melakukan review atas pembatasan tersebut secara berkala. 

10) Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi 
dan kejadian penting. 
Dalam menyelenggarakan dokumentasi yang baik, pimpinan Instansi 
Pemerintah wajib memiliki, mengelola, memelihara dan secara berkala 
memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh Sistem 
Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting. 

d. Informasi dan Komunikasi 
Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan Instansi 
Pemerintah harus sekurang-kurangnya : 
1) Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana 

komunikasi ; 
2) Mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara 

terus menerus. 
e. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern 

Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui : 
1) Pemantauan berkelanjutan 

Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan 
pengelolaan rutin, supervise, pembandingan, rekonsiliasi dan tindakan 



22 

 

 
 

lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. 
2) Evaluasi terpisah 

Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern 
pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. 

3) Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya 
Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya harus segera 
diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian 
rekomendasi hasil audit dan review lainnya yang ditetapkan. 
 

 
C. Pajak 

1. Pengertian Pajak 

Pengertian pajak menurut Mardiasmo (2009:1) adalah iuran rakyat kepada kas 

Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat 

jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum. 

Sedangkan Adriani dalam Zain (2003:11) berpendapat bahwa pajak adalah 
iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh 
yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-
undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk 
dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum 
berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 

 
Menurut Soemitro dalam Negara (2006:4) Pajak adalah iuran rakyat kepada 

kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintahan) dengan 

tidak menjadi jasa timbale (tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan 

digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. 

Berdasarkan pengertian tersebut, pajak dapat diartikan sebagai iuran rutin yang 

dibayarkan oleh masyarakat kepada Negara yang sudah tercantum di dalam Undang-

Undang diperuntukkan membiayai keperluan umum Negara untuk menjalankan 

pemerintahan. 
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2. Ciri-Ciri Pajak 

Ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak menurut Zain (2003:12) antara 

lain sebagai berikut : 

a. Pajak dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah 
daerah berdasarkan atas Undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 

b. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari 
sector swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut 
pajak/ administrator pajak). 

c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum 
pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin 
maupun pembangunan. 

d. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh 
pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib 
pajak. 

e. Selain fungsi budgetair (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara/ 
anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan 
penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk 
mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan 
sosial (fungsi mengatur/ regulatif). 

 
 

3. Penggolongan Pajak 

Menurut Resmi (2013:7) pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu 

sebagai berikut : 

a. Menurut Golongan 
Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 
1. Pajak Langsung 

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan 
tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak 
lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan 

2. Pajak Tidak Langsung 
Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada 
orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat 
suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya 
pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. 

b. Menurut Sifat 
Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 
1. Pajak Subjektif 

Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak  
atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. 
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2. Pajak Objektif 
Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, 
keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya 
kewajiban bayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek 
pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal. 

c. Menurut Lembaga Pemungut 
Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 
1. Pajak Negara (Pajak Pusat) 

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk 
membiayai rumah tangga negara pada umumnya. 

2. Pajak Daerah 
Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Daerah Tingkat I 
(pajak provinsi) maupun Daerah Tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. 
 

 
4. Teori Pemungutan Pajak 

Teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya 

(Resmi,2013:5) antara lain: 

a. Teori Asuransi 
Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan 
segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa, dan juga 
harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi (pertanggungan), 
untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran 
premi. Dalam hubungan negara dan rakyatnya, pajak inilah yang dianggap 
sebagai premi tersebut yang sewaktu-waktu harus dibayar oleh masing-
masing individu. Meskipun teori ini hanya sekedar untuk member dasar 
hokum kepada pemungut pajak, namun beberapa pakar menentangnya. 
Mereka berpendapat bahwa pembandingan antara pajak dan perusahaan 
asuransi tidaklah tepat karena: 1) dalam hal timbul kerugian, tidak ada 
penggantian secara langsung dari negara, dan 2) antara pembayaran jumlah 
pajak dengan jasa yang diberikan oleh negara tidaklah terdapat hubungan 
langsung. 

b. Teori Kepentingan 
Teori ini awalnya hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus 
dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas 
kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk 
perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Oleh karena 
itu, sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara 
dibebankan kepada mereka. 

c. Teori Gaya Pikul 
Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada 
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 jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan 
atas jiwa dan harta bendanya. Demi kepentingan tersebut diperlukan biaya-
biaya yang harus dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan 
itu, yaitu dalam bentuk pajak. Teori ini menekankan pada asas keadilan, 
bahwasannya pajak haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus 
dibayar menurut gaya pikul seseorang. Gaya pikul seseorang dapat diukur 
berdasar besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya 
pengeluaran atau pembelanjaan seseorang. Dalam pajak penghasilan untuk 
Wajib Pajak orang pribadi, gaya pikul untuk pengeluaran atau pembelanjaan 
dinyatakan dengan sejumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan 
pajak. 

d. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti) 
Berlawanan dengan ketiga teori sebelumnya, yang tidak mengutamakan 
kepentingan negara diatas kepentingan warganya, maka teori ini 
mendasarkan pada paham Organische Staatsleer. Paham ini mengajarkan 
bahwa karena sifat suatu negara maka timbullah hak mutlak untuk 
memungut pajak. Orang-orang tidaklah berdiri sendiri, dengan tidak adanya 
persekutuan tidak akan ada individu. Oleh karena itu, persekutuan (yang 
menjelma menjadi negara) berhak atas satu dan yang lain. Akhirnya setiap 
orang menyadari bahwa menjadi suatu kewajiban mutlak untuk 
membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran 
pajak. 

e. Teori Asas Gaya Beli 
Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, 
melainkan hanya melihat pada efeknya, dan memandang efek yang baik itu 
sebagai dasar keadilannya. Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak 
disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga 
dalam masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian menyalurkannya 
kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat 
dan untuk membawanya ke arah tertentu. Teori ini mengajarkan bahwa 
penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap 
sebagai dasar keadilan pemungutan pajak.  
 

 
5. Syarat Pemungutan Pajak 

Menurut  Mardiasmo (2009:2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan 

hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai 

berikut : 

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) 

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan 
pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan di 
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antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan 
dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya 
yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan 
keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada 
Majelis Pertimbangan Pajak. 

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) 
Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 
memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara 
maupun warganya. 

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) 
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun 
perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian 
masyarakat. 

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil) 
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 
sehingga lebih rendah dari hasil poemungutannya. 

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 
masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah 
dipenuhi oleh Undang-Undang Perpajakan yang baru. 

 
 

6.  Tarif Pajak 

Tarif pajak menurut Mardiasmo (2009:9) dibedakan menjadi 4 macam, 

yaitu: 

a. Tarif sebanding/proporsional 
Tarif  berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang 
dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap 
besarnya nilai yang dikenai pajak. 

b. Tarif  tetap 
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang 
dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 

c. Tarif progresif 
Persentase tarif yang digunakan semakin besar apabila jumlah yang yang 
dikenai pajak semakin besar. 

d. Tarif degresif 
Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dekenai 
pajak semakin besar 
 
 

7. Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2009:7) sistem pemungutan pajak ada 3, yakni : 
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a. Official Assesment System 
Adalah suatu sistem pemungtan yang memberi wewenang kepada 
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 
wajib pajak. Ciri-cirinya : 
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus 
2) Wajib pajak bersifat pasif 
3) Utang pajak timbul setelah dikeluaran surat ketetapan pajak oleh fiskus 

b. Self Assesment System 
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada 
wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-
cirinya: 
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib 

pajak sendiri 
2) Wajib pajak aktif, mulai menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri 

pajak yang terutang 
3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi 

c. With Holding System 
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada 
pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) 
untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri 
dari sistem ini yaitu wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang 
ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.  
 
Sistem dan prosedur administrasi pajak daerah menurut Keputusan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999, dibagi menjadi 2 yaitu : 

a. Official Assessment System 
Adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang 

harus dilunasi atau pajak terutang oleh Wajib Pajak ditentukan oleh 
pemerintah selaku fiskus yang ditetapkan melalui Surat Ketetapan Pajak 
Daerah (SKPD), dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif menunggu SKPD 
(Wajib Pajak pasif,Fiskus aktif). 

1. Prosedur Pendaftaran dan Pendataan 
a. Pendaftaran terdiri dari : 

1) Menyiapkan formulir pendaftaran WP; 
2) Mengirimkan formulir pendaftaran kepada WP setelah dicatat 

dalam daftar formulir pendaftaran; 
3) Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran 

WP yang telah diisi oleh WP;  
4) Kemudian dalam daftar formulir pendaftaran diberi tanda dan 

tanggal penerimaan yang selanjutnya dicatat dalam daftar induk 
WP, daftar WP per golongan, serta dibuatkan Kartu NPWPD. 

b. Pendataan terdiri dari : 
1) Menyiapkan formulir pendataan (SPTPD) 
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2) Menyampaikan SPTPD kepada WP setelah dicatat dalam daftar 
SPTPD 

3) Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendataan 
(SPTPD) yang telah diisi oleh WP 

4) Kemudian daftar formulir pendataan diberi tanda dan tanggal 
penerimaan 

5) Mencatat data Pajak Daerah dalam kartu data yangs elanjutnya 
diserahkan kepada unit kerja yang membidangi untuk proses 
penetapan. 

Formulir yang dipergunakan pada prosedur pendaftaran dan 
pendataan adalah : 

a) Formulir Pendaftaran 
b) Formulir SPTPD 
c) Kartu Data 
d) Kartu NPWPD 

2. Prosedur Penetapan 
a. Membuat nota perhitungan pajak daerah atas dasar kartu data; 
b. Menyerahkan kembali kartu data kepada unit kerja yang 

membidangi pendataan setelah pembuatan nota perhitungan pajak 
daerah selesai; 

c. Menerbitkan SKPD atau SKPDT jika tambahan obyek pajak yang 
sama sebagai akibat ditemukannya data baru atas dasar nota 
perhitungan pajak daerah dan membuat daftar SKPD/SKPDT; 

d. SKPD/SKPDT ditanda tangani oleh Kepal Unit Kerja Penetapan 
atas nama Kadipenda dan daftar SKPD/SKPDT ditanda tangani 
oleh unit kerja yang membidangi penetapan dan disiapkan tanda 
terimanya; 

e. Menyerahkan copy daftar SKPD/SKPDT kepada unit kerja yang 
membidangi pembukuan penerimaan, unit kerja yang membidangi 
penagihan, unit kerja perencanaan dan pengendalian operasional 
(P2O); 

f. Menyerahkan SKPD/SKPDT kepada WP; 
g. Apabila SKPD/SKPDT yang diterbitkan tidak atau kurang dibayar 

setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 
SKPD/SKPDT diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa 
bunga sebesar 2% tiap bulan dengan menerbitkan STPD. 

Formulir yang digunakan pada prosedur penetapan antara lain : 
1) Kartu Data 
2) Nota Perhitungan Pajak Daerah 
3) SKPD 
4) SKPDT 

3. Prosedur Penyetoran/Pembayaran 
a. BKP menerima setoran disertai Surat Ketetapan Pajak Daerah 

dengan media SSPD; 
b. Setelah SSPD yang telah divalidasi/dicap, aslinya dikembalikan ke 

WP yang bersangkutan; 
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c. Berdasarkan SSPD yang divalidasi dengan register atau dicatat dan 
dijumlahkan dalam Buku Pembantu Penerimaan Sejenis melalui 
BKP dan selanjutnya dibukukan dalam Buku Kas Umum; 

d. BKP menyetorkan uang ke Kas Daerah secara harian yang disertai 
Buku Setoran Bank; 

e. BKP secara periodical (bulanan) menyiapkan Laporan Realisasi 
Penerimaan dan penyetoran uang yang ditanda tangani oleh Kepala 
Dinas Pendapatan Daerah; 

f. Mendistribusikan : 
1) Media setoran yang telah divalidasi ke Unit Pembukuan dan 

Pelaporan; 
2) Buku Pembantu Penerimaan Sejenis ke Unit Pembukuan dan 

Unit Kerja Penagihan, serta Unit Kerja Pendataan; 
3) Laporan Realisasi Penerimaan dan penyetoran uang kepada 

Kepala Daerah, Kadipenda, Unit Kerja Perencanaan dan 
Pengendalian Operasional. 

Formulir yang digunakan pada prosedur penyetoran antara lain : 
1) SSPD 
2) Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Uang 

4. Prosedur Pembukuan dan Pelaporan 
a. Prosedur pembukuan penetapan : 

1) Mencatat kedalam Buku Jenis Pajak masing-masing  pada 
kolom penetapan yang tersedia atas dasar Daftar SPTPD WP 
Self Assesment, Daftar SKPD, Daftar  SKPDT,  Daftar  
SKPDKB,  Daftar  SKPDKBT,  Daftar SKPDN,  Daftar 
SKPDLB dan Daftar STPD;  

2) Mencatat kedalam Buku WP sesuai dengan NPWPD dari WP 
masing-masing pada kolom penetapan yang tersedia atas dasar 
SKPD,SKPDT, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, dan 
STPD;  

3) Mengarsipkan seluruh dokumen yang telah dicatat  dengan 
memberi nomor unit file. 

Formulir yang digunakan pada prosedur pembukuan penetapan 
antara lain : 

a) SKPD  
b) SKPDT  
c) SKPDN  
d) SKPDKB  
e) STPDKBT  
f) STPD  
g) SKPDLB  

b. Prosedur pembukuan penerimaan : 
1) Mencatat kedalam Buku Jenis Pajak masing-masing pada Kolom 

Penyetoran yang tersedia atas dasar Buku Pembantu Penerimaan 
Sejenis dan Daftar Bukti Pemindahbukuan.  
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2) Mencatat  kedalam  Buku  WP  sesuai  dengan  NPWPD  dari  WP  
masing-masing pada kolom Penyetoran yang tersedia atas dasar 
Validasi dari SSPD dan Bukti Pemindahbukuan;  

3) Mengarsip/menyimpan seluruh dokumen yang telah dicatat dengan 
memberi nomor unit file.  

Formulir yang dipergunakan adalah : 
a) SSPD  
b) Bukti Pemindahbukuan. 

c. Prosedur pelaporan : 
1) Membuat  Daftar  Penetapan,  Penerimaan  dan  Tunggakan  per  

jenis  Pajak Daerah  atas  dasar  Buku Jenis  Pajak  yang 
telah  dijumlahkan  dari  kolom Penetapan dan kolom 
Penyetorannya;  

2) Membuat Daftar Tunggakan per WP atas dasar Buku WP yang 
telah dijumlah dari kolom Penetapan dan Penyetorannya;  

3) Membuat  Laporan  Realisasi  Penerimaan  Pajak  Daerah  atas  
dasar  Daftar Penetapan,  Penerimaan  dan  Tunggakan  per  jenis  
pajak dan  Daftar Tunggakan per WP;  

4) Mengajukan  Laporan  Realisasi  Penerimaan  Pendapatan  
Daerah  kepada Kadipenda untuk ditanda tangani;  

5) Mengajukan Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli 
Daerah beserta Daftar  Penetapan,  Penerimaan  dan  Tunggakan  
per  jenis  Pajak,  Daftar Tunggakan per WP kepada Kepala 
Daerah, Unit Kerja Pengelolaan Pendapatan Daerah lainnya dan P 
2 0.  

6) Membuat  Daftar  Realisasi  Setoran  Masa  pada  akhir periode  /  
masa atas dasar Buku WP yang telah dijumlah pada akhir 
pariode;  

7) Mengajukan Daftar Realisasi Setoran Masa (self assesment) 
kepada Kepala Unit Kerja Pembukuan Pelaporan untuk 
ditandatanganidan disahkan;  

8) Menyerahkan  Daftar  Realisasi  Setoran  Masa (self  assesment)  
kepada  Unit Kerja Pendaftaran dan Pendataan; 

Formulir dan yang dipergunakan adalah:  
a)  Formulir Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah  
 

b. Self Assesment System 
Adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang menghitung 
besarnya Pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiskus 
kepada Wajib Pajak yang bersangkutan, sehingga dengan sistem ini Wajib 
Pajak harus aktif untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetor, dan 
melaporkan sendiri jumlah Pajak terutang dengan Surat Pemberitahuan 
Pajak Daerah (SPTPD) kepada Kantor Dinas Pendapatan Daerah, sedangkan 
fiskus hanya bertugas melakukan penyuluhan, pengawasan dan 
pemerikasaan dalam rangka uji kepatuhan dari laporan Wajib Pajak atas 
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jumlah Pajak yang terutang (Wajib Pajak aktif, Fiskus pasif) (Mardiasmo, 
2009:7). 
Sistem dan prosedur pemungutan pajak self assessment system dengan 
official system secara keseluruhan sama, yang membedakan hanyalah pada 
prosedur pendaftaran, pendataan dan penetapan. 

1. Prosedur  Pendaftaran dan Pendataan 
a. Pendaftaran terdiri dari : 

1) Menyiapkan Formulir Pendaftaran;  
2) Menyerahkan Formulir Pendaftaran kepada WajibPajak setelah 

dicatat dalam Daftar Formulir Pendaftaran;  
3) Menerima  dan  memeriksa  kelengkapan  Formulir  Pendaftaran  

yang  telah  diisi oleh Wajib Pajak dan  
4) Dalam Daftar Formulir Pendaftaran  diberi  tanda  dan  tanggal  

penerimaan  dan selanjutnya  dicatat dalam  Daftar  Induk  WP,  
Daftar  WP  per  Golongan,  serta  dibuatkan  Kartu NPWPD 

Formulir yang dipergunakan adalah : 
a) Formulir Pendaftaran  
b) Kartu NPWPD  

 
b. Pendataan terdiri dari : 

1) Menyerahkan Formulir Pendataan (SPTPD);  
2) Menerima dan memeriksa kelengkapan Formulir Pendataan 

(SPTPD) yang telah diisi oleh WP  
3) Daftar SPTPD diberikan tanda dan tanggal penerimaan;  
4) Mencatat Data Pajak Daerah dalam Kartu Data dan ke dalam 

Daftar SPTPD WP Self Assesment;  

Formulir dan Daftar yang dipergunakan adalah :  
a) Formulir SPTPD  
b) Kartu Data  

 
2. Prosedur Penetapan 

a. Setelah  Wajib  Pajak  membayar  pajak  terutang  berdasarkan  
SPTPD,  dicatat dalam Kartu Data;  

b. Membuat Nota Perhitungan Pajak atas dasar Kartu Data dan Hasil 
Pemeriksaan atau keterangan lain, dengan cara menghitung jumlah 
pajak terutang dan jumlah kredit pajak yang diperhitungkan dalam 
Kartu Data;  

c. Jika Pajak terutang kurang atau tidak dibayar maka diterbitkan 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);  

d. Jika  tidak  terdapat  selisih  antara  pajak  terutang  dan  kredit  
pajak,  maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil 
(SKPDN);  

e. Jika  terdapat  tambahan  obyek  pajak  yang  sama  sebagai  akibat  
ditemukannya data  baru,  maka  diterbitkan  Surat  Ketetapan  
Pajak  Daerah  Kurang  Bayar Tambahan (SKPDKBT);  
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f. Jika  terdapat  kelebihan  pembayaran  pajak  terutang,  maka  
diterbitkan  Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar 
(SKPDLB);  

g. Setelah  pembuatan  Nota  Perhitungan  Pajak  selesai,  selanjutnya  
menyerahkan kembali Kartu Data kepada Unit Kerja Pendataan;  

h. Menerbitkan Daftar SKPDKB,SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN 
atas dasar Surat Ketetapan Pajak Daerah tersebut diatas;  

i. Surat  ketetapan  ditanda  tangani  oleh  Kepala  Unit Kerja  
Penetapan  atas  nama Kadipenda  dan  Daftar  Surat Ketetapan 
tersebut  diatas  ditanda  tangani  oleh Kepala Unit Kerja 
Penetapan dan masing-masing disiapkan tanda terimanya;  

j. Menyerahkan  copy  Daftar  Surat  Ketetapan  diatas  kepada  Unit  
Kerja Pembukuan  Penerimaan,  Unit  Kerja  Penagihan,  Unit  
Kerja  Perencanaan  dan Pengendalian Operasional;  

k. Menyerahkan kepada WP berupa SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, 
kemudian WP menandatangani masing-masing tanda terima dan 
mengembalikannya;  

l. Jumlah  Pajak  terutang  dalam  SKPDKB  dikenakan  sanksi  
administrasi  berupa kenaikan  sebesar  25  %  (dua  puluh  lima  
persen)  dari  pokok  pajak  dan  jumlah Pajak terutang dalam 
SKPDKBT dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan  
sebesar 100 % ( seratus persen) dari pokok Pajak;  

m. Apabila SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN yang diterbitkan tidak 
atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga 
puluh) hari sejak SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN diterima, dapat 
memberikan sanksi administrasi berupa bunga sebesar  2% (dua 
persen) tiap bulan dengan menerbitkan STPD. 

Formulir dan Daftar/ Buku yang dipergunakan adalah :  
1)  Surat Teguran untuk memasukan SPTPD (DPD - 06); 
2)  Kartu Data  
3)  Laporan Pemeriksaan  
4)  Nota Perhitungan Pajak Daerah  
5)  SKPD  
6)  SKPDT  
7)  SKPDN  
8)  SKPDKB  
9)  SKPDKBT  
10) STPD  
11) SKPDLB  

Berdasarkan penjelasan diatas, kedua sistem pemungutan pajak daerah 

tersebut, memiliki perbedaan pada cara penghitungan pajak yang akan dibayar. 

Perbedaan Official Assessment System  dan Self Assessment System dapat 

dilihat melalui flowchart dibawah ini : 
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a. Official Assesment System 

Mulai

Wajib Pajak mendatangi kantor 

dengan membawa fotokopi KTP 

dan KK kemudian mengisi form 

pendaftaran

2

Form Pendaftaran 1

Data Pajak Daerah

Register Wajib 

Pajak dan 

penerbitan 

kartu NPWPD

Kartu NPWPD

Mengisi form 

SPTPD

SPTPD

Menghitung sendiri 

tarif pajak dikalikan 

omset serta 

melakukan 

pembayaran

SSPD

Selesai

NPWPD : Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah

SPTPD : Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah

SSPD : Surat Setoran Pajak Daerah

 

Gambar 1 : Sistem Pemungutan Pajak secara Official Assessment System 
(Sumber : Keputusan Mendagri No 43 Tahun 1999) 
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b. Self Assesment System 

Mulai

Wajib Pajak mendatangi kantor 

dengan membawa fotokopi KTP 

dan KK, kemudian mengisi form 

pendaftaran dan penetapan tarif 

pajak oleh pegawai dispenda

2

Form Pendaftaran 1

Data Pajak Daerah

Register Wajib 

Pajak dan 

penerbitan kartu 

NPWPD

Kartu NPWPD

Menyerahkan 

form SPTPD

SPTPD

Melakukan 

pembayaran

SSPD

Selesai

NPWPD : Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah

SPTPD : Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah

SSPD : Surat Setoran Pajak Daerah

Gambar 2 : Sistem Pemungutan Pajak secara Self Assesment System 
(Sumber : Keputusan Mendagri No 43 Tahun 1999) 
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D. Pendapatan Asli Daerah 

Menurut Bratakusumah dan Solikin (2002:172) Pendapatan asli daerah yaitu 

penerimaan daerah yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya 

sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Menurut Munir (2004:38) Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Asli 
Daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi, hasil 
pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah 
yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan pada pemerintah 
daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai 
perwujudan asas desentralisasi. 
 
Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa  

pendapatan asli daerah adalah  pendapatan daerah yang bersumber dari dalam 

wilayahnya sendiri yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi, dan lain-lain yang 

bertujuan untuk membiayai pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah. 

 
E. Pajak Daerah 

1. Pengertian Pajak Daerah 

Menurut UU No.34 Tahun 2000 Pajak Daerah adalah iuran wajib yang 

dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang 

seimbang. Pajak Daerah dapat dipaksakan berdasar peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, dimana hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. 

Menurut Zain (2003:13) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh 
orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang 
seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. 
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Pengertian pajak daerah menurut Suandy (2011:37) adalah iuran yang 

dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang 

seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, yang digunakan untuk  membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan 

Pembangunan Daerah. 

Menurut Resmi (2013:8) pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh 

Pemerintah Daerah baik Daerah Tingkat I (pajak provinsi) maupun Daerah Tingkat II 

(pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah 

masing-masing. 

Berdasarkan beberapa definisi dari para ahli, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pajak daerah adalah iuran wajib yang dipungut oleh Pemerintah Daerah kepada orang 

pribadi maupun badan dalam rangka membiayai penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah dan pembangunan daerah. Hal ini sudah diatur dalam perundang-undangan 

sehingga pungutan yang diberlakukan seimbang sesuai dengan keadaan Wajib Pajak. 

 
2. Jenis-Jenis Pajak Daerah 

Menurut Resmi (2013:8) pajak daerah dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 
a. Pajak Provinsi terdiri dari: 

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air 
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air 
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah 

b. Pajak Kabupaten/Kota meliputi: 
1. Pajak Hotel 
2. Pajak Restoran 
3. Pajak Hiburan  
4. Pajak Reklame 
5. Pajak Penerangan Jalan 
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 
7. Pajak Parkir 
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3. Dasar Pemungutan Pajak Daerah 

Menurut Prakosa (2003:6) dasar pemungutan pajak merupakan bentuk 

operasional dari pengakuan dan pengukuran keadaan objek pajak atau aau stelsel. 

Berikut ini macam-macam dasar pemungutan pajak, antara lain: 

a. Stelsel Nyata (Riil Stelsel) 
Pengenaan pajak didasarkan pada keadaan objek yang sesungguhnya (riil 
atau nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun 
setelah keadaan sesungguhnya objek pajak diketahui. 

b. Stelsel Anggapan (Fictieve Stelsel) 
Pengenaan pajak didasarkan pada keadaan yang diatur oleh ketentuan atau 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

c. Stelsel Campuran 
Pengenaan pajak pada stelsel ini dilakukan dengan dua cara. Cara pertama 
pajak yang dikenakan didasarkan pada keadaan objek pajak pada tahun lalu, 
dan cara kedua pada akhir tahun, pajak dikenakan berdasar keadaan 
sesungguhnya objek pajak. 

 

4. Tarif Pajak Daerah 

Menurut Mardiasmo (2009:99) tarif pajak daerah ditetapkan paling tinggi 

sebesar: 

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air sebesar 5% (lima 
persen) 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air sebesar 
10% (sepuluh persen) 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 5% (lima persen) 
d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 

sebesar 20% (dua puluh persen) 
e. Pajak Hotel sebesar 10% (sepuluh persen) 
f. Pajak Restoran sebesar 10% (sepuluh persen) 
g. Pajak Hiburan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) 
h. Pajak Reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen) 
i. Pajak Penerangan Jalan sebesar 10% (sepuluh persen) 
j. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebesar 20% (dua puluh 

persen) 
k. Pajak Parkir sebesar 20% (dua puluh persen)  

 
Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada butir  a,b,c,d ditetapkan seragam di 
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 seluruh Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Tarif pajak 

sebagaimana dimaksud pada butir  e  s/d  k  ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

 
5. Perhitungan Pajak Daerah 

Menurut Pandiangan (2002:398) Cara menghitung pajak daerah adalah 

besarnya pajak yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar 

pengenaan pajak. Cara menghitung pajak daerah yang dimaksud ialah tarif pajak 

daerah dikalikan dengan uang subjek pajak. 

Menurut Pandiangan (2002:396-399) perhitungan pajak daerah dapat dirinci 

sebagai berikut : 

a. Pajak hotel 
1) Tarif  pajak hotel dikenakan atas jumlah pembayaran yang dilakukan 

kepada hotel 
2) Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan 

kepada hotel 
3) Besarnya pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. 
b. Pajak restoran 

1) Tarif pajak restoran dikenakan atas jumlah pembayaran yang dilakukan 
kepada restoran 

2) Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang 
dilakukan kepada restoran 

3) Besarnya pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara 
mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak  

c. Pajak hiburan 
1) Tarif pajak hiburan dikenakan atas jumlah pemayaran atau yang 

seharusnya dibayar untuk menonton dan/atau menikmati hiburan 
2) Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah pembayaran atau yang 

seharusnya dibayar untuk menonton dan/atau menikmati hiburan 
3) Besarnya pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan tarif dasar dengan dasar pengenaan pajak 
d. Pajak reklame 

1) Tarif pajak reklame dikenakan atas nilai sewa reklame yang didasarkan 
atas nilai jumlah obyek pajak reklame dan nilai strategis pemasangan 
reklame. 

2) Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame, cara 
perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan peraturan daerah. 
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Hasil perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan keputusan 
kepala daerah. 

3) Besarnya pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara 
mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. 

e. Pajak penerangan jalan 
1) Dasar pengenaan pajak penerangan jalan dikenakan atas nilai jual tenaga 

listrik 
2) Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik 

jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian KWH 
yang ditetapkan dalam rekening listrik. 

3) Besarnya pokok pajak penerangan jalan yang terutang dihitung dengan 
cara mengalikan tarif dasar pengenaan pajak. 

f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C 
1) Tarif pajak pengambilan bahan galian golongan C dikenakan atas nilai 

jual hasil pengambilan bahan galian golongan C\ 
2) Dasar pngenaan pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah nilai 

jual hasil pengambilan bahan galian golongan C dihitung dengan 
mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau 
harga standar masing-masing jenis bahan galian golongan C 

3) Besarnya pokok pajak pengambilan ahan galian golongan C yang 
terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar 
penggunaan pajak. 

 
 

F. Pajak Hotel 

1. Definisi Pajak Hotel 

Menurut Prakosa (2003:116) pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. 

Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/ 

beristirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut 

bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak 

yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. 

Menurut Kurniawan (2006:69) hotel adalah bangunan yang khusus disediakan 
bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau 
fasilitas lainnya yang dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang 
menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan 
dan perkantoran. Sedangkan pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. 
 
Menurut Waluyo (2011:240) pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang  
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disediakan hotel. Sedangkan hotel adalah fasilitas penyedia jasa 

penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran 

yang mencakup motel, losmen, gubuk, pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, 

rumah penginapan, dan sejenisnya. 

Seperti telah dijelaskan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak hotel 

adalah pajak yang dipungut oleh daerah atas pelayanan yang disediakan suatu hotel. 

Pelayanan tersebut meliputi fasilitas penginapan, fasilitas olahraga dan hiburan, serta 

jasa persewaan ruangan untuk acara atau pertemuan di hotel. 

 
2. Objek dan Subjek Pajak Hotel 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 adapun objek dan subjek 

dari Pajak Daerah khususnya adalah sebagai berikut : 

a. Objek Pajak Hotel 

Menurut Pandiangan (2002:396) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang 

disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk : 

1) Fasilitas penginapan dan fasilitas tinggal jangka pendek 
2) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau 

tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan 
kenyamanan. 

3) Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, 
bukan untuk umum. 

4) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel. 
 

Menurut Kurniawan (2006:70) objek pajak adalah pembayaran yang 
disediakan hotel dengan pembayaran, antara lain : 

1) Fasilitas penginapan atau fasilitas jangka pendek 
2) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau 

tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan 
kenyamanan 

3) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel 
bukan untuk umum, dan 

4) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel 
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Menurut Pandiangan (2002:396)  yang tidak termasuk objek pajak hotel 

adalah : 

1. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan/atau fasilitas tempat 
tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel. 

2. Pelayanan tempat tinggal di asrama dan pondok pesantren 
3. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang 

dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran 
4. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum 

di hotel 
5. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat 

dimanfaatkan oleh umum. 
 

Menurut Prakosa (2003:116) subjek pajak daerah adalah orang pribadi atau 

badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Berkaitan dengan pajak hotel maka 

yang dimaksud dengan subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang 

melakukan pembayaran kepada hotel. 

 
3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel 

Menurut Prakosa (2003:117) dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah 

pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Pembayaran adalah jumlah yang diterima 

atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan/atau jasa 

sebagai pembayaran kepada pemilik hotel. 

Sedangkan tarif pajak hotel dalam PP No.65 Tahun 2001 paling tinggi sebesar 

10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan daerah.  

Menurut Prakosa (2003:117) pajak hotel yang terutang dipungut di wilayah 
daerah tempat hotel berlokasi. Besarnya pokok pajak hotel yang terutang 
dihitung dengan cara mengalikan tariff pajak hotel setinggi-tingginya sebesar 
10% (sepuluh persen) dengan dasar pengenaan pajak yang diterima atau 
seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan/atau jasa 
sebagai pembayaran kepada pemilik hotel. 
 
Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa  
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dasar pengenaan pajak hotel adalah sejumlah pembayaran yang dilakukan subjek 

pajak hotel kepada hotel. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Daerah mengenai dasar 

pengenaan pajak dan tarif pajak hotel yang telah dipungut di wilayah daerah tempat 

hotel berlokasi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif menurut Nazir (2003:54) adalah suatu metode dalam meneliti suatu 

kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu 

kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian deskriptif yang dilakukan pada 

penelitian ini berusaha untuk menjelaskan objek yang diteliti dengan cara membuat 

suatu gambaran mengenai fakta-fakta yang terjadi pada saat penelitian berlangsung. 

Sedangkan menurut Narbuko dan Achmadi (2003:44) penelitian deskriptif 

yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada 

sekarang berdasarkan data-data, jadi dia juga bisa bersifat komparatif dan korelatif. 

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. 

Menurut Moleong (2012:6) pendekatan kualitatif adalah: 

Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 
dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, 
dll. Secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 
bahasa pada suatukonteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 
berbagai metode ilmiah. Menurut Moleong (2012:31) Tujuan dari pendekatan 
kualitatif adalah memahami fenomena sosial melalui gambaran holistik dan 
memperbanyak pemahaman mendalam. 

Suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Berdasarkan 

pengertian-pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan 

deskripsi, uraian, serta interpretasi dari  kondisi dan permasalahan yang ada pada 

sistem dan prosedur pemungutan pajak. 
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B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas pada 

penelitian yang dilakukan, sehingga objek yang akan diteliti agar tidak terlalu luas 

dan terarah sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Fokus penelitian dalam 

penelitian ini meliputi : 

1. Sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel yang diterapkan oleh Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Malang, meliputi: 

a) Fungsi yang terkait 

b) Jaringan prosedur yang membentuk sistem 

c) Dokumen yang digunakan pada sistem dan prosedur 

2. Pengendalian intern yang baik sesuai dengan unsur-unsur pokok sistem 

pengendalian intern. Unsur-unsur pengendalian intern yang baik, antara lain: 

a) Lingkungan pengendalian 

b) Penilaian risiko 

c) Kegiatan pengendalian 

d) Informasi dan komunikasi 

e) Pemantauan sistem pengendalian intern 

C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti dapat menangkap keadaan yang 

sebenarnya dari objek yang diteliti. Sedangkan, situs penelitian merupakan tempat 

dimana peneliti menangkap keadaan yang sebenarnya objek yang diteliti. Lokasi 

penelitian yang digunakan untuk penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Dinas 

Pendapatan Darah Kota Malang tepatnya di Jl. Mayjend Sungkono Komplek 
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Perkantoran Terpadu Gedung B lantai 1.  Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota 

Malang merupakan instansi pemerintah yang mengurus segala pengelolaan keuangan 

daerah Kota Malang, termasuk diantaranya pajak daerah khususnya pajak hotel. 

Adapun alasan peneliti memilih Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota 

Malang, antara lain : 

1) Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang terletak di Kota Malang 

merupakan daerah yang sedang berkembang dalam sektor pariwisata dan 

bisnis. Hal ini dapat memunculkan potensi pendapatan pada sektor pajak 

daerah khususnya pajak hotel yang cukup tinggi. 

2) Tersedianya informasi-informasi yang dibutuhkan peneliti serta data-data yang 

mudah didapatkan.  

  
D. Sumber Data Penelitian 

Menurut Azwar (2010:91) sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, 

yaitu: 

1. Data primer 

Data primer atau data tangan pertama diperoleh langsung dari subyek 

penelitian dengan menggunakan alat pngambilan data langsung dari subjek 

sebagai sumber informasi yang dicari. Informasi yang diperoleh berupa 

penjelasan secara lisan mengenai sistem dan prosedur pemungutan pajak dan 

retribusi daerah. Data primer diperoleh dari wawancara atau interview 

kepada pihak terkait dan staff di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota 

Malang. 

2. Data Sekunder 
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Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat 

pihak lain, dan tidak langsung diperoleh dari peneliti dari subjek 

penelitiannya. Sumber data sekunder yang umum berupa data yang 

tersimpan dalam arsip yang biasanya terbuka bagi semua peneliti dengan 

persyaratan yang sama, misalnya yang dikumpulkan oleh Biro Arsip 

Nasional (Nasution, 2003:114).  

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data struktur 

organisasi, Perundang-Undangan mengenai Pajak Hotel,  dokumen 

mengenai sistem pemungutan Pajak Hotel dan Laporan Target dan Realisasi 

Pajak Hotel. 

 
E. Pengumpulan Data 

Menurut Moleong (2008:9) Penelitian dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan (observasi), wawancara 

atau penelaah dokumen. Pengumpulan data adalah prosedur untuk memperoleh data-

data yang dibutuhkan dalam penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Wawancara atau interview 

Menurut Moleong (2008:186) Wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara ini akan dilakukan kepada 

pihak-pihak dalam Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang khususnya yang 

menangani Pajak Hotel. 
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2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari 

dokumen-dokumen, catatan-catatan serta mempelajari data dari sejumlah arsip 

yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. 

 
F. Instrumen Penelitian 

Menurut Arikunto (2010:101) Instrumen merupakan alat bantu bagi peneliti di 

dalam menggunakan metode pengumpulan data. Dengan demikian terdapat kaitan 

antara metode dengan instrumen pengumpulan data. 

 Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Pedoman wawancara 

Pedoman wawancara berisi mengenai daftar pertanyaan yang telah disiapkan 

dan disusun secara sistematis untuk diajukan kepada pihak-pihak yang 

terkait guna menggali informasi yang dibutuhkan 

2. Pedoman dokumentasi 

Pedoman dokumentasi berisi mengenai dokumen-dokumen yang ada pada 

Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang guna mendapatkan informasi-

informasi yang diutuhkan untuk penelitian. 

 
G. Analisis data 

Menurut Moleong (2008:248) analisis data adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. 

Sedangkan menurut Nazir (2003:346) Analisis data merupakan bagian amat penting 

dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah data tersebut dapat beri arti dan 

makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. 
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Pendekatan yang digunakan dalam analisis ini adalah sebagai berikut: 

1. Menggambarkan sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel yang meliputi : 

a. Fungsi yang terkait yaitu Bidang Pendaftaran dan Pendataan, Bidang 

Penyetoran/Pembayaran, Bidang Pembukuan dan Pelaporan serta Bidang 

Penagihan 

b. Jaringan prosedur yang membentuk sistem antara lain: 

1) Sistem dan prosedur pendaftaran dan pendataan pajak hotel 

2) Sistem dan prosedur penetapan pajak hotel 

3) Sistem dan prosedur penyetoran pajak hotel 

4) Sistem dan prosedur pembukuan dan pelaporan pajak hotel 

5) Sistem dan prosedur penagihan pajak hotel 

c. Analisis bentuk-bentuk formulir yang digunakan sudah sesuai dengan 

syarat-syarat pedoman pembuatan formulir. 

2. Pengendalian intern yang baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2008 memiliki unsur-unsur, yaitu: 

a) Lingkungan pengendalian  

Pimpinan instansi menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif  

untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerja.  

b) Penilaian risiko 

Penilaian risiko yang dilakukan oleh pimpinan terdiri dari identifikasi 

risiko dan analisis risiko. 

c) Kegiatan pengendalian 

Pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan tugas 

dan fungsi instansi untuk mengawasi seluruh kegiatan yang berjalan. 
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d) Informasi dan komunikasi 

Pimpinan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang 

tepat kepada bawahan. Komunikasi yang terjadi harus berjalan secara 

efektif. 

e) Pemantauan sistem pengendalian intern 

Pemantauan sistem pengendalian intern ditugaskan oleh  pimpinan melalui 

evaluasi terpisah dari aparat pengawasan pengendalian intern. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang 

Pada masa pembentukannya, Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang 

merupakan suatu dinas yang bertujuan untuk melakukan pemungutan pajak daerah 

dan retribusi daerah yang digunakan untuk membiayai seluruh program 

pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka 

berdasarkan Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 4/U tanggal 1 Januari 1970 

dibentuklah Dinas Pendapatan Daerah Kotapraja Malang. Ketika awal 

pembentukannya Dinas Pendapatan dikendalikan langsung oleh Walikota selaku 

Kepala Dinas. 

Tahun 1988 merupakan awal dari masa perkembangan Dinas Pendapatan 

Daerah khususnya Kota Malang. Organisasi Dinas Pendapatan Daerah lebih 

diperkuat dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 

061/1861/PUOD tanggal 26 Mei 1988. Kerumitan dalam pelayanan kepada 

masyarakat, terutama Wajib Pajak Daerah (WPD) dan Wajib Retribusi Daerah, serta 

terjadinya overlapping dalam pelaksanaan pemungutan diatasi dengan pemberlakuan 

Sistem dan Prosedur baru yang didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 973-442 tanggal 26 Mei 1988 tentang Sistem dan Prosedur 

Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya serta Pungutan PBB di 99 

Kabupaten/Kotamadya Dati II. 

Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2001 atau bertepatan dengan hari ulang tahun 
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Dinas Pendapatan Kota Malang, Otonomi Daerah secara efektif diberlakukan. Setiap 

tahun peringatan HUT Dinas Pendapatan Kota Malang senantiasa diingatkan kembali 

terhadap hakekat pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai tujuan memakmurkan 

masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintah yang mengutamakan transparansi, 

akuntabilitas serta responsibilitas. Pemerintah Kota Malang membentuk tim otonomi 

daerah yang tugasnya antara lain melaksanakan restrukturisasi, refungsionalisasi dan 

revitalisasi lembaga-lembaga perangkat daerah, SDM aparatur serta sistem dan 

prosedur tetap. Hasilnya antara lain adalah diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 9 

Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur 

Organisasi Dinas sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dan Keputusan 

Walikota Malang Nomor 10 Tahnun 2001 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata 

Kerja Dinas Pendapatan Kota Malang. 

Disamping jabatan struktural tersebut, terdapat jabatan fungsional yaitu : 

a. Bendaharawan Khusus Penerima 

b. Bendaharawan Khusus Benda-Benda Berharga 

c. Bendaharawan Gaji dan Pembuat Daftar Gaji 

 
2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang 

a. Visi 

Pengertian visi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 1 angka 

12 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode 

perencanaan. Hal ini berarti bahwa visi yang tercantum dalam RPJMD Kota Malang 

Tahun 2009-2013 harus dicapai pada tahun 2013. Selanjutnya pada pasal 5 ayat (2) 

disebutkan bahwa RPJM daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program 
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Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan 

memperhatikan RPJM Nasional. Oleh karenanya, maka perumusan visi, misi, dan 

program dalam RPJMD Kota Malang ini tidak sepenuhnya berasal dari visi, misi dan 

program kepala daerah, namun juga menyesuaikan dengan RPJM Nasional. 

Berdasarkan hal tersebut dan sejalan dengan visi Pemerintah Kota Malang, 

maka Dinas Pendapatan Daerah sebagai salah satu pelaku pembangunan di bidang 

penerimaan dan pendapatan daerah merumuskan visi sebagai berikut : 

Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah dalam Rangka Mendukung 

Pertumbuhan Perekonomian Kota Malang 

 
b. Misi 

Demi mewujudkan visi tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka 

misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang tahun 2009-2013 adalah sebagai 

berikut: 

1) Meningkatkan Pendapatan Daerah 

2) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas 

 
c. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program 

Pengertian tujuan menurut Kpeutusan Kepala Lembaga Administrasi Negara 

Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai 

atau dihasilkan dalam jangka waktu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan 

dimaksud mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu 

dan analisis strategis. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan tidak harus dinyatakan 
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dalam bentuk angka, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin 

dicapai di masa mendatang. Hal ini penting, mengingat tujuan akan mengarahkan 

pada sasaran yang akan dituju, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka 

mewujudkan misi. 

Berdasarkan tujuan tersebut, maka disusunlah strategi dan arah kebijakan 

pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2001 pasal 1 angka 

14 disebutkan bahwa strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program 

indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sedangkan pada angka 15 disebutkan 

bahwa kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk 

mencapai tujuan. 

a) Tujuan 

Mengacu pada pernyataan visi dan misi Dinas Pendapatan Daerah, tujuan yang 

akan dicapai adalah : 

1. Meningkatkan Pendapatan Daerah 

2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan 

b) Sasaran 

Pencapaian misi yang telah ditetapkan, perlu ditentukan sasaran yang akan 

dicapai. Dalam Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah, terdapat tiga 

(tiga) sasaran, sebagai berikut : 

1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahnya 

3. Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja 
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3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota 

Malang 

Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dibentuk dengan Peraturan Daerah 

Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Daerah dan Peraturan Walikota Malang Nomor 54 Tahun 2012 tentang Uraian 

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Malang. 

Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang merupakan unsur pelaksana 

Pemerintah Daerah di bidang pemungutan pajak daerah. Dispenda Kota Malang 

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah/Walikota melalui 

Sekretaris Daerah. 

Adapun susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang 

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 terdiri dari: 

a) Kepala Dinas 

b) Sekretariat, terdiri dari: 

1) Sub Bagian Keuangan 

2) Sub Bagian Umum 

3) Sub Bagian Penyusunan Program 

c) Bidang Pajak Daerah Lainnya, terdiri dari : 

1) Seksi Pendataan 

2) Seksi Pendaftaran 

3) Seksi Penetapan 

d) Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi, terdiri dari : 
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1) Seksi Pembukuan 

2) Seksi Pengembangan Potensi 

3) Seksi Pengelolaan Benda-benda Berharga 

e) Bidang Penagihan, terdiri dari : 

1) Seksi Penagihan PBB 

2) Seksi Penagihan Pajak Daerah Lainnya 

3) Seksi Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Lainnya 

f) Bidang Pembukuan dan Pelaporan, terdiri dari : 

1) Seksi Pembukuan 

2) Seksi Pelaporan 

3) Seksi Pengelolaan Benda-benda Berharga 

g) Kelompok Jabatan Fungsional 

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 54 Tahun 2012 

tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah 

Kota Malang adalah sebagai berikut : 

Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan tugas pokok penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemungutan Pajak Daerah. Untuk 

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pendapatan Daerah 

mempunyai fungsi : 

a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemungutan pajak daerah 

b. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pemungutan 

PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya; 
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c. Pelaksanaan dan pengawasan pendataan, pendaftaran, penetapan PBB 

Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya; 

d. Penyusunan dan pelaksanaan pengembangan potensi PBB Perkotaan, 

BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya; 

e. Penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi PBB Perkotaan, BPHTB 

dan Pajak Daerah Lainnya; 

f. Pelaksanaan pemungutan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah 

Lainnya; 

g. Pelaksanaan penyelesaian keberatan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak 

Daerah Lainnya; 

h. Pelaksanaan penyelesaian permohonan pembetulan, pembatalan, 

pengurangan ketetapan, penghapusan, pengurangan sanksi, dan kelebihan 

pembayaran atas PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya; 

i. Pembinaan dan pembukuan serta pelaporan atas pemungutan dan penyetoran 

PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya; 

j. Pengendalian benda-benda berharga PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak 

Daerah Lainnya; 

k. Pembinaan dan pengendalian terhadap sistem pemungutan PBB Perkotaan, 

BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya; 

l. Pelaksanaan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD); 

m. Pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak 

n. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang pemungutan 

PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya sesuai dengan ketentuan 
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peraturan perundang-undangan; 

o.  Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud 

yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan 

fungsi; 

p. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam 

rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; 

q. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam 

penguasaannya; 

r. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, 

ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, 

perlengkapan, kehumasan dan kearsipan; 

s. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 

t. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar 

Operasional dan Prosedur (SOP); 

u. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau 

pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang 

bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; 

v. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pemungutan pajak daerah; 

w. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan 

publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah; 

x. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional 

y. Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional; 

z. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan 
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aa. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas 

pokoknya 

Agar terlaksana tugas pokok dan fungsi tersebut di atas diperlukan Sumber 

Daya Manusia (SDM) aparatur yang berkualitas dan profesional dalam bidangnya. 

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada bagan struktur organisasi Dinas 

Pendapatan Daerah pada gambar 3. 

 
4. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang 

Berdasarakan Pasal 26 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, kemudian ditindaklanjuti dengan 

Peraturan Walikota Malang Nomor 58 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, 

Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah maka Susunan Organisasi Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Malang, terdiri dari: 

a. Kepala Dinas 

b. Sekretariat, terdiri dari : 

1) Subbagian Penyusun Program 

2) Subbagian Keuangan 

3) Subbagian Umum 

c. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, terdiri dari : 

1) Seksi Pelayanan, Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa; 

2) Seksi Pendataan, Penilaian dan Penetapan; 

3) Seksi Pengolahan Data; 

d. Bidang Pajak Daerah Lainnya, terdiri dari : 

1) Seksi Pendataan; 
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2) Seksi Pendaftaran; 

3) Seksi Penetapan; 

e. Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi, terdiri dari : 

1) Seksi Pembukuan dan Pelaporan; 

2) Seksi Pengelolaan Benda Berharga; 

3) Seksi Pengembangan Potensi; 

f. Bidang Penagihan, terdiri dari : 

1) Seksi Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan; 

2) Seksi Penagihan Pajak Daerah Lainnya; 

3) Seksi Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Lainnya; 

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Gambar 3 
Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2014 

 (Sumber : Dispenda Kota Malang, 2014)
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5. Deskripsi Jabatan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang 

a. Kepala Dinas 

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mengkoordinasikan dan melakukan 

pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain 

yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya. 

b. Sekretariat 

Sekretariat melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum 

meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, 

kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan 

serta kearsipan. 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, 

Sekretariat mempunyai fungsi :  

1) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja); 

2) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);  

3) Penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 

dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); 

4) Penyusunan Penetapan Kinerja (PK); 

5) Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan 

kearsipan;  

6) Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan; 

7) Pelaksanaan urusan rumah tangga; 

8) Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian; 
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9) Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud 

yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan 

fungsi; 

10) Pelaksanaan pengadaan blanko benda-benda berharga PBB Perkotaan, 

BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya sesuai dengan kebutuhan; 

11) Pelaksanaan distribusi blanko benda-benda berharga PBB Perkotaan, 

BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya sesuai dengan kebutuhan; 

12) Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam 

rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; 

13) Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; 

14) Pengelolaan anggaran; 

15) Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai; 

16) Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan; 

17) Pengkoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 

18) Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan; 

19) Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan 

Standar Operasional dan Prosedur (SOP); 

20) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI); 

21) Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara 

periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; 

22) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah; 

23) Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pemungutan Pajak 
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Daerah;  

24) Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait 

layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah; 

25) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; 

dan 

26) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas pokoknya. 

Sekretariat, terdiri dari : 

a) Subbagian Penyusunan Program 

b) Subbagian Keuangan  

c) Subbagian Umum 

 
c. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan 

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan melaksanakan tugas pokok pelayanan, 

pendataan, penilaian dan penetapan serta pengawasan PBB Perkotaan. Untuk 

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Pajak Bumi dan 

Bangunan mempunyai fungsi : 

1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pajak Bumi 

dan Bangunan; 

2) Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis 

pendataan, penilaian dan penetapan obyek, subyek dan wajib PBB 

Perkotaan dan sistem pengarsipan serta pendokumentasian; 

3) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang 

pemungutan PBB Perkotaan; 
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4) Pelaksanaan dan pengawasan pendataan dan penetapan PBB 

Perkotaan; 

5) Pelaksanaan pemeriksaan obyek, subyek dan wajib PBB Perkotaan; 

6) Perumusan teknis penghitungan dan penetapan PBB Perkotaan; 

7) Pemeriksaan Nota Penghitungan PBB Perkotaan; 

8) Perumusan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP); 

9) Pelaksanaan penilaian obyek, subyek dan wajib PBB Perkotaan; 

10) Pelaksanaan penghitungan dan penetapan pengenaan PBB Perkotaan; 

11) Pelaksanaan pemungutan PBB Perkotaan; 

12) Pelaksanaan pemeriksaan ketetapan SPPT, SKPD, SKPDT, SKPDKB 

dan SKPDLB PBB Perkotaan; 

13) Pengendalian pendistribusian SPPT, SKPD, SKPDT, SKPDKB dan 

SKPDLB PBB Perkotaan; 

14) Pemeriksaan permohonan pengurangan dan penundaaan pembayaran 

denda PBB Perkotaan; 

15) Penyiapan ketetapan SPPT, SKPD, SKPDT, SKPDKB dan SKPDLB 

PBB Perkotaan; 

16) Pelaksanaan penyelesaian keberatan PBB Perkotaan meliputi 

pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan dan 

pengurangan sanksi; 

17) Pelaksanaan penyelesaian kelebihan pembayaran atas PBB Perkotaan; 

18) Pelaksanaan penyelesaian sengketa PBB Perkotaan; 

19) Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen 

Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); 

20) Penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil 

Pemeriksaan; 

21) Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional 

Prosedur (SOP); 

22) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI); 

23) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);  

24) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; 
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25) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas pokoknya. 

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, terdiri dari : 

a) Seksi Pelayanan, Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa; 

b) Seksi Pendataan, Penilaian dan Penetapan; 

c) Seksi Pengolahan Data. 

 
d. Bidang Pajak Daerah Lainnya 

Bidang Pajak Daerah Lainnya melaksanakan tugas pokok pelayanan, 

pendataan, pendaftaran, penilaian dan penetapan serta pengawasan BPHTB dan 

Pajak Daerah Lainnya. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, 

Bidang Pajak Daerah Lainnya mempunyai fungsi : 

1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang BPHTB dan 

Pajak Daerah Lainnya; 

2) pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis 

pendataan, pendaftaran dan penetapan obyek, subyek dan wajib 

BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya dan sistem pengarsipan serta 

pendokumentasian; 

3) penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang 

pemungutan BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya; 

4) pelaksanaan dan pengawasan pendaftaran, pendataan, penetapan 

BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya; 

5) pelaksanaan pemeriksaan obyek, subyek dan wajib BPHTB dan Pajak 

Daerah Lainnya; 
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6) perumusan teknis penghitungan dan penetapan BPHTB dan Pajak 

Daerah Lainnya; 

7) pelaksanaan penilaian obyek, subyek dan wajib BPHTB; 

8) pelaksanaan penghitungan dan penetapan pengenaan BPHTB dan 

Pajak Daerah Lainnya; 

9) pelaksanaan pemungutan BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya; 

10) pengendalian pendistribusian SKPD Pajak Daerah Lainnya; 

11) pengendalian pendistribusian SSPD BPHTB; 

12) pemeriksaan permohonan pengurangan dan penundaaan pembayaran 

denda BPHTB; 

13) pengendalian pemrosesan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah 

(NPWPD); 

14) penyiapan ketetapan SKPD, SKPDKB dan SKPDLB BPHTB dan 

Pajak Daerah Lainnya; 

15) pelaksanaan penyelesaian kelebihan pembayaran atas BPHTB dan 

Pajak Daerah Lainnya; 

16) pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen 

Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); 

17) penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil 

Pemeriksaan; 

18) pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional 

Prosedur (SOP); 

19) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI); 
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20) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);  

21) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; 

dan 

22) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas pokoknya. 

Bidang Pajak Daerah Lainnya, terdiri dari :   

a) Seksi Pendataan; 

b) Seksi Pendaftaran; 

c) Seksi Penetapan. 

 
e. Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi  

Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi melaksanakan tugas pokok 

pembukuan dan pelaporan, pengelolaan benda berharga, dan pengembangan 

potensi PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya.Untuk melaksanakan 

tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Pembukuan dan Pengembangan 

Potensi mempunyai fungsi : 

1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pembukuan dan 

Pengembangan Potensi; 

2) pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis 

pembukuan, pelaporan, pengelolaan benda berharga dan 

pengembangan potensi PBB Perkotaan, BPHTB dan PDL; 

3) penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang 

pembukuan dan pengembangan potensi; 
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4) pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pembukuan dan 

pelaporan realisasi penerimaan pendapatan lain-lain yang sah; 

5) pencatatan ke buku jenis Pajak Daerah terhadap penerimaan PBB 

Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya; 

6) penelitian dan pengendalian terhadap pembukuan dan pencatatan 

Realisasi Penerimaan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah 

lainnya, serta pendapatan lain-lain yang sah yang dipungut; 

7) penelitian terhadap akurasi pelaporan realisasi Penerimaan PBB 

Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya serta pendapatan lain-

lain yang sah yang dipungut secara berkala; 

8) penyusunan laporan tunggakan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak 

Daerah Lainnya; 

9) penyusunan laporan realisasi tunggakan PBB Perkotaan, BPHTB 

dan Pajak Daerah Lainnya; 

10) pembuatan laporan secara berkala (Bulanan dan Tahunan) Target dan 

Realisasi Penerimaan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah 

Lainnya, serta pendapatan lain-lain yang sah yang dipungut; 

11) pengelolaan benda-benda berharga PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak 

Daerah Lainnya; 

12) pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pengelolaan benda-

benda berharga PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya; 

(masuk Seksi Pengelolaan Benda Berharga) 
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13) penyusunan rencana kebutuhan benda-benda berharga PBB 

Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya setiap tahunnya; 

(masuk Seksi Pengelolaan Benda Berharga) 

14) pencatatan penerimaan, pengeluaran dan pengendalian benda-benda 

berharga PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya; (masuk 

Seksi Pengelolaan Benda Berharga) 

15) pengelolaan distribusi benda-benda berharga PBB Perkotaan, BPHTB 

dan Pajak Daerah Lainnya; (masuk Seksi Pengelolaan Benda 

Berharga) 

16) penyusunan laporan secara berkala jumlah persediaan Benda-benda 

Berharga PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya; (masuk 

Seksi Pengelolaan Benda Berharga) 

17) pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan 

pengembangan potensi dan peningkatan penerimaan PBB Perkotaan, 

BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya; 

18) penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi PBB Perkotaan, 

BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;  

19) pengkajian potensi PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah 

Lainnya; 

20) pelaksanaan pembinaan teknis pemungutan di bidang pemungutan 

PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya; 

21) pelaksanaan pengkajian implementasi produk hukum Daerah yang 

berkaitan dengan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya; 
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22) pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen 

Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); 

23) penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil 

Pemeriksaan; 

24) pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional 

dan Prosedur (SOP); 

25) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI); 

26) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 

27) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; 

dan 

28) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas pokoknya. 

Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi, terdiri dari : 

a) Seksi Pembukuan dan Pelaporan; 

b) Seksi Pengelolaan Benda Berharga; 

c) Seksi Pengembangan Potensi. 

 
f. Bidang Penagihan 

Bidang Penagihan melaksanakan tugas pokok penagihan PBB Perkotaan 

dan Pajak Daerah Lainnya, serta penyelesaian keberatan Pajak Daerah Lainnya. 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Penagihan 

mempunyai fungsi : 

1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Penagihan; 
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2) pelaksanaan penagihan PBB Perkotaan dan Pajak Daerah Lainnya; 

3) pelaksanaan penyelesaian keberatan Pajak Daerah Lainnya; 

4) penyusunan laporan realisasi tunggakan PBB Perkotaan, BPHTB dan 

Pajak Daerah Lainnya; 

5) pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen 

Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); 

6) penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil 

Pemeriksaan; 

7) pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional 

dan Prosedur (SOP); 

8) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI); 

9) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 

10) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; 

dan 

11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas pokoknya. 

Bidang Penagihan, terdiri dari : 

a) Seksi Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan; 

b) Seksi Penagihan Pajak Daerah Lainnya; 

c) Seksi Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Lainnya. 

 
6. Tata Kerja 

Sesuai yang tercantum dalam Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2012 

Bab V Pasal 31 menyatakan bahwa Tata Kerja pada Dinas Pendapatan Daerah 
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 Kota Malang adalah sebagai berikut : 

a) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala 

Seksi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menjalankan 

prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun 

horizontal. 

b) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala 

Seksi masing-masing bertanggung jawab memimpin, membimbing, 

mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, 

dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang 

diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

c) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala 

Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab 

kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat 

pada waktunya. 

 
7. Sumber Daya Manusia 

Penyelenggaraan kewenangan daerah yang dijabarkan dalam tugas pokok 

dan fungsi, salah satu pendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan 

adalah tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur yang memadai sesuai dengan 

kebutuhan. Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dipimpin oleh seorang Kepala 

Dinas dengan Eselon II/b, membawahi Sekretaris dengan Eselon III/a dan 4 

(empat) orang Kepala Bidang dengan Eselon III/b, 3 (tiga) orang Kepala Sub 

Bagian dan 12 (dua belas) orang Kepala Seksi Eselon IV/a. 

Adapun Sumber Daya Manusia Aparatur yang melaksanakan tugas pokok 
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 fungsi penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

 
Tabel 3 : Data Pegawai Pada Dinas Pendapatan Kota Malang 

Golongan 

JUMLAH 

Tahun 

2009 

Tahun 

2010 

Tahun 

2011 

Tahun 

2012 

Tahun 

2013 

I 2 6 5 5 5 

II 46 48 50 50 46 

III 58 58 58 58 60 

IV 8 16 18 14 16 

Jumlah PNS 110 120 122 120 119 

Jumlah PTT 0 0 0 2 1 

Jumlah PHL 0 0 0 0 1 

Jumlah Out 
Source 

0 0 0 0 17 

Sumber : Data Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, 2013 

 
8. Sarana dan Prasarana Organisasi 

Pelaksanaan tugas pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang didukung 

dengan sarana dan prasarana antara lain seperti : 

a) Gedung Kantor 

b) Komputer 

c) Notebook 

d) Kendaraan operasional roda 4 (empat) 
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e) Kendaraan operasional roda 2 (dua) 

B. Penyajian Data 

1. Sistem Pemungutan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota 

Malang 

a. Prosedur Pendataan dan Pendaftaran 

1) Wajib Pajak Hotel mendatangi Bidang Pajak Daerah Lainnya tepatnya 

pada seksi pendataan dan pendaftaran dengan membawa persyaratan 

pendaftaran yaitu KTP. 

2) Petugas seksi pendataan dan pendaftaran memberikan Formulir 

Pendaftaran Wajib Pajak (FPWP) dengan diisi sebenar-benarnya. 

3) Seksi pendataan dan pendaftaran menerima kemudian memeriksa 

kelengkapan FPWP yang telah diisi oleh WP. 

a) Apabila pengisiannya sesuai dan lampirannya lengkap, maka dalam 

FPWP diberi tanda dan tanggal penerimaan kemudian dicatat dalam 

Daftar Induk WP, Daftar WP per Golongan, serta diterbitkan Kartu 

NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah). 

b) Apabila belum lengkap, maka FPWP dan lampirannya diserahkan 

kembali pada WP untuk dilengkapi. 

4) Seksi pendataan dan pendaftaran selanjutnya memberikan formulir 

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) rangkap 2 yang 

didistribusikan kepada WP dan arsip seksi pendataan dan pendaftaran. 

SPTPD ini  dapat digunakan sebagai dasar perhitungan pajak hotel 
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serta harus diisi secara benar dan lengkap oleh wajib pajak serta 

ditandatangani oleh WP atau kuasanya. 

5) Kemudian WP menyerahkan Formulir SPTPD yang sudah diisi 

kepada seksi pendataan dan pendaftaran. Petugas seksi pendataan dan 

pendaftaran memeriksa kelengkapan Formulir SPTPD. 

6) Petugas seksi pendataan dan pendaftaran mencatat data Pajak Daerah 

sesuai dengan SPTPD tersebut dalam Kartu Data Wajib Pajak 

(KDWP) sebanyak satu lembar dan telah ditandatangani oleh Kepala 

Bidang Pendataan dan Pendaftaran. 

7) Selanjutnya KDWP diserahkan kepada unit seksi penetapan untuk 

dihitung besarnya pajak yang dikenakan. 

 
b. Prosedur Penetapan 

1) Seksi penetapan menerima dan meregister KDWP yang telah masuk. 

KDWP harus disertai SPTPD yang sudah benar pengisiannya serta telah 

ditandatangani seksi pendataan dan pendaftaran. 

2) Kartu Data Wajib Pajak yang masuk ke seksi penetapan menjadi dasar 

pengisian Nota Perhitungan Pajak (NPP). Nota Perhitungan Pajak (NPP) 

dibuat rangkap 3 (tiga) dan didistribusikan pada : 

a) Wajib Pajak 

b) Seksi pendaftaran dan pendataan 

c) Arsip seksi penetapan 

3) Setelah pembuatan Kartu Data Wajib Pajak selesai, maka KDWP dan 

SPTPD diserahkan kembali pada seksi pendataan dan pendaftaran. 
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4) Seksi penetapan menerbitkan SKPD dan SSPD untuk pajak hotel. Satu 

lembar SKPD dikirim kepada Wajib Pajak dan SSPD rangkap 5 (lima) 

didistribusikan pada Kasir/BKP. SKPD ditandatangani oleh kepala 

bidang pendataan, pendaftaran, dan penetapan atas nama kepala dinas 

dibuat 4 (empat) rangkap dan didistribusikan pada : 

a. Wajib Pajak 

b. Seksi Pendataan 

c. Kasir/BKP 

d. Bidang Penagihan 

5) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah diterbitkan selanjutnya 

dicatat dalam Daftar Surat Ketetapan Pajak Daerah (DSKPD). 

 
c. Prosedur Penyetoran/Pembayaran 

1) Bendahara Khusus Penerima (BKP) menerima uang setoran dari Wajib 

Pajak atas dasar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang berwarna 

putih dan selanjutnya menerbitkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 

yang diserahkan sebagai bukti pembayaran kepada Wajib Pajak dengan 

tembusan didistribusikan kepada bidang terkait yaitu : 

a) Lembar 1 warna putih untuk Wajib Pajak 

b) Lembar 2 warna merah untuk Penagihan 

c) Lembar 3 warna kuning untuk Pembukuan 

d) Lembar 4 warna hijau untuk Kasir 

e) Lembar 5 warna biru untuk P20 
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2) Setelah SSPD divalidasi, lembar asli disertai SKPD dikembalikan ke WP 

yang bersangkutan. Kemudian BKP mencatat dan menjumlahkan 

pendapatan pajak yang diterima selama satu hari ke dalam Buku 

Pembantu Penerimaan Sejenis (BPPS). 

3) BKP menyetorkan uang ke Kas Daerah melalui Bank Jatim secara harian 

dengan membuat Surat Tanda Setoran yang ditandatangani Bendahara 

Penerimaan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendapatan. Surat Tanda 

Setoran (STS) sebanyak rangkap 5 (lima) didistribusikan kepada : 

a) Lembar pertama untuk BKP 

b) Lembar kedua untuk Pembukuan 

c) Lembar ketiga untuk P20 

d) Lembar keempat untuk BPKAD 

e) Lembar kelima untuk BPKAD 

4) Bendahara Kas Penerima (BKP) mencatat seluruh penerimaan Pajak 

Daerah ke buku penerimaan Pajak Daerah dan membuat rekapitulasi 

rincian masing-masing Pajak Daerah.  

5) BKP secara periodikal (bulanan) menyiapkan Laporan 

Pertanggungjawaban Penerimaan Pajak Daerah untuk disampaikan 

kepada Bidang Pembukuan. 

 
d. Prosedur Pembukuan dan Pelaporan 

1) Bidang pembukuan dan pelaporan menginput kedalam komputer atas 

dasar STS dan SSPD yang diterima. 
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2) Mencatat dalam Buku WP sesuai dengan NPWP dari WP masing-masing 

pada kolom penyetoran yang tersedia atas dasar validasi dari SSPD. 

3) Mengarsip seluruh dokumen yang telah dicatat dengan member nomor 

urut file. 

4) Rekonsiliasi Laporan Penerimaan Pajak Daerah setiap awal  bulan ke 

BPKAD 

5) Setelah rekonsiliasi Laporan dan tidak ada selisih dengan BPKAD maka 

diterbitkan Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan diotorisasi 

oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah. 

6) Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dikirim ke Walikota melalui 

BPKAD. 

 
e. Prosedur Penagihan 

1) Berdasarkan SKPD yang diterima bagian penagihan, apabila ditemukan 

Wajib Pajak yang belum membayar pajak pada saat jatuh tempo bulan 

berjalan, maka dinyatakan sebagai tunggakan. Kemudian bagian 

penagihan membuat Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) sebanyak 

rangkap 2 (dua), lembar pertama  untuk Wajib Pajak dan lembar kedua 

untuk bagian penagihan. 

2)  Berdasarkan SPTPD tersebut, Wajib Pajak dapat melunasi melalui 

petugas penagihan saat SPTPD disampaikan. Selain itu Wajib Pajak 

dapat melunasi melalui Pembantu Bendahara Penerimaan Tunggakan 

di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang tepatnya. 
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3) Dalam waktu maksimal 1x24 jam, Bendahara Pembantu Penerimaan 

Tunggakan menyetorkan kepada Bendahara Penerimaan Dispenda. 

4) Terhadap STPD yang tidak dibayarkan, tetap akan menjadi tunggakan 

pada bulan berikutnya dan ditagihkan kembali dengan STPD baru yang 

isinya tunggakan akumulatif. 
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Gambar  4 : Bagan Alir Prosedur Pendaftaran dan Pendataan Pajak Hotel 

(Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang) 
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Gambar  5 : Bagan Alir Prosedur Pendaftaran dan Pendataan Pajak Hotel 

       Lanjutan  

(Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang) 

 



82 
 

 
 

Wajib Pajak Kasir / BKP

SKPD              1

5

2

SPTPD 1

6

6

3

SKPD                 1

2

SPTPD               1

CeK 

SPTPD 

dan 

SKPD

3

SKPD                 1

2

SPTPD 1

Menerima 

setoran dari 

WP

7

Dikembalikan 

ke WP

Rp

Menerbitkan 

dan 

memvalidasi 

SSPD

5

4
3

2

SSPD 1

Mencatat 

penerima

an dalam 

BPPS

5
4

3
2

STS 1

Bagian Pembukuan dan Pelaporan

9

SSPD 3

T

10

SSPD 4

BPPS

Mengisi dan 

menerbitkan 

STS

Bagian 

Pendataan

7

SPTPD 2

T

Diserahkan ke 

WP

11

STS 3

11

11

12

Keterangan :

SKPD : Surat Ketetapan Pajak Daerah

SPTPD : Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

SSPD : Surat Setoran Pajak Daerah

BPPS : Buku Pembantu Penerimaan Sejenis

STS : Surat Tanda Setoran

9

T

10

T

Bagian 

Penagihan

8

SSPD                  2

T

T

8

 

Gambar 6 : Bagan Alir Prosedur Penyetoran Pajak Hotel 

(Sumber : Dinas Pendapatan Kota Batu) 
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Gambar 7 : Bagan Alir Prosedur Pembukuan dan Pelaporan serta Penagihan 

Pajak Hotel (Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang) 
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C. Analisis Data dan Interpretasi Data 

Suatu organisasi memerlukan struktur organisasi yang dapat menunjukkan job 

description secara jelas serta memperjelas garis wewenang, tanggung jawab serta hak 

dari masing-masing pegawai. Struktur organisasi yang saat ini digunakan oleh Dinas 

Pendapatan daerah Kota Malang kurang memenuhi syarat pengendalian intern yang 

baik. Hal ini terlihat dari adanya perangkapan tugas antara seksi pembukuan dan 

seksi pelaporan. Dampak yang akan terjadi atas perangkapan tugas ini ialah petugas 

tidak terfokus pada satu pekerjaan yang mengakibatkan proses pembukuan dan 

pelaporan tidak berjalan dengan efektif dan efisien. Serta ada celah bagi petugas 

yang terkait untuk melakukan tindak kecurangan.  

Pemungutan pajak hotel pada Dinas Pendapatan daerah Kota Malang tidak 

dapat terlepas dari sistem yang disusun. Penyusunan sistem  yang baik bertujuan 

untuk  memudahkan seluruh kegiatan dalam suatu organisasi agar berjalan secara 

tepat dan efisien. Begitu juga dengan penyusunan sistem pemungutan pajak hotel 

yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dimaksudkan untuk 

memberikan informasi yang tepat bagi pihak yang terkait. Terciptanya sistem yang 

baik akan meningkatkan sistem pengendalian intern pada organisasi tersebut. Selain 

itu, pengendalian intern yang sudah berjalan dapat meningkatkan efisiensi serta 

efektifitas seluruh kegiatan serta mendorong ditaatinya kebijakan pemimpin yang 

ditetapkan. 

1. Analisis terhadap sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel  

Berdasarkan sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel pada Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Malang sudah baik. Namun masih ada kekurangan, yaitu:  
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a) Diperlukan adanya pemisahan fungsi antara seksi pendataan dan seksi 

pendaftaran. Struktur organisasi menunjukkan bahwa kedua seksi ini 

terpisah tetapi pada prakteknya proses pendataan dan pendaftaran 

dilakukan oleh satu orang saja. Hal ini mengakibatkan fungsi pembukuan 

dan pelaporan hanya dilakukan oleh 1 orang saja. Dampak yang terjadi 

karena duplikasi tugas ini ialah kemungkinan terjadinya transaksi yang 

tidak sebenarnya oleh petugas. 

b) Diperlukan adanya pemisahan fungsi antara seksi pembukuan dan seksi 

pelaporan. Dampak yang mungkin terjadi ialah terdapat kecurangan yang 

dilakukan oleh petugas terkait. 

Berdasarkan analisis sistem pemungutan pajak hotel pada Dinas Pendapatan 

Daerah Kota Malang maka saran yang diberikan sebagai berikut: 
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Gambar 8 : Bagan Alir Prosedur Pendaftaran dan Pendataan Pajak Hotel 

(disarankan). 
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Gambar 9 : Bagan Alir Prosedur Pendaftaran dan Pendataan Pajak Hotel  

(disarankan). Lanjutan 
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Gambar 10  : Bagan Alir Prosedur Penyetoran Pajak Hotel (disarankan). 
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Gambar 11 : Bagan Alir Prosedur Pembukuan dan Pelaporan serta Penagihan 

Pajak Hotel (disarankan). 
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Gambar 12 : Bagan Alir Prosedur Pembukuan dan Pelaporan serta Penagihan 

Pajak Hotel (disarankan). Lanjutan 
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2. Analisis terhadap formulir yang digunakan pada prosedur pemungutan 

pajak hotel 

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 40 Tahun 1999 tentang 

kegiatan administrasi dan formulir yang dipergunakan dalam Sistem dan Prosedur 

Pajak Daerah disebutkan berbagai formulir yang harus digunakan untuk pemungutan 

pajak daerah. Namun tidak semua formulir yang terdapat pada pedoman tersebut 

diterapkan, dikarenakan faktor biaya dan kurangnya tenaga. 

Hal yang perlu diperhatikan agar data dalam formulir mudah dipahami serta 

dijamin keakuratannya adalah bentuk formulir itu sendiri. Perlu diperhatikan kembali 

tentang prinsip-prinsip perancangan formulir. 

Berikut ini merupakan analisis terhadap beberapa formulir yang digunakan 

dalam prosedur pemungutan pajak hotel : 

1) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak 

a) Formulir ini terdiri dari 2 (dua) lembar tetapi hanya dibuat rangkap 

1(satu). Sebaiknya formulir ini dibuat rangkap 2 (dua) agar formulir yang 

asli diserahkan pada WP sedangkan tembusan untuk informasi seksi 

pendataan. 

b) Pada formulir ini telah tercantum nama dan alamat organisasi yaitu Dinas 

Pendapatan Daerah untuk memudahkan identifikasi asal formulir tersebut 

bagi pihak luar. 

c) Formulir ini tidak mencantumkan nomor urut tercetak, sehingga 

pertanggungjawaban terhadap pemakaian formulir masih kurang.  
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d) Formulir ini tidak mencantumkan tanda terima untuk WP. Tanda terima 

ini seharusnya diberikan kepada WP sebagai bukti bahwa WP sudah 

mendaftarkan diri. 

2) Kartu Data Pajak Hotel 

a) Kartu data pajak hotel terdiri dari 2 halaman dan tidak ada tembusannya. 

Sebaiknya kartu data pajak hotel dibuat rangkap 2 dan didistribusikan 

masing-masing kepada seksi pendataan dan seksi penetapan. Hal ini 

bertujuan agar prosedur yang berjalan tidak terlalu rumit. 

b) Sudah dicantumkan nama formulir dan pihak-pihak yang memberi 

otorisasi. 

c) Kartu data pajak hotel tidak mencantumkan nama, nomor urut tercetak 

serta alamat organisasi. 

3) Kartu NPWPD 

a) Kartu ini mencantumkan nama, alamat, NPWPD yang diberikan oleh 

seksi pendaftaran dan pendataan saat WP sudah terdaftar. Fungsi kartu 

ini adalah sebagai pengenal dan digunakan saat akan membayar pajak. 

4) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 

a) Formulir ini telah disusun secara ringkas terdiri dari 1 halaman rangkap 5 

b) Formulir ini dibuat secara otomatis melalui komputer serta nomor urut 

tercetak sudah ada. 

c) Nama dan alamat organisasi sudah dicantumkan dengan lengkap dan 

nama formulir sudah dicantumkan. 

5) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 
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a) Formulir ini terdiri dari 1 halaman rangkap 5 

b) Telah mencantumkan nama dan alamat organisasi dengan lengkap. Nama 

formulir dan nomor urut tercetak sudah dicantumkan. Hal ini berguna 

sebagai pengawasan pemakaian formulir. 

6) Surat Tanda Setoran (STS) 

a) Formulir ini sudah mencantumkan nama organisasi dan nama formulir, 

tetapi alamat organisasi belum dicantumkan. Nomor urut tercetak masih 

belum ada, selain itu masih terdapat tempat otorisasi pemegang kas yang 

tidak berfungsi sebab fungsi pemegang kas sudah dilakukan oleh 

kasir/BKP. 

 
3. Evaluasi Pengendalian Intern Terhadap Sistem Pemungutan Pajak Hotel 

a. Pengendalian Intern Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 

Tahun 2008  

Suatu organisasi yang baik akan menerapkan sistem pengendalian intern 

untuk mengurangi terjadinya penyimpangan yang terjadi pada sistem yang sedang 

berjalan dalam hal ini ialah sistem pemungutan pajak hotel. Pelaksanaan 

pengendalian intern pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dapat dilihat 

berdasarkan unsur-unsur pengendalian internsesuai yang tercantum dalam PP RI 

Nomor 60 Tahun 2008, yaitu : 

 
1) Lingkungan Pengendalian 

a) Penegakan integritas dan nilai etika 
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Penegakan integritas dan nilai etika dalam membangun lingkungan 

pengendalian yang efektif memerlukan dukungan penuh dari seluruh 

karyawan suatu organisasi. Maka dari itu, seorang pemimpin suau 

organisasi harus konsisten dan menunjukkan, melalui kata dan perbuatan, 

komitmen yang kuat terhadap standar dan nilai etika yang tinggi. Nilai-

Nilai integritas dan etika yang perlu dibangun ialah dengan merumuskan 

suatu kode etik, standar atau aturan perilaku yang komprehensif, 

mengkomunikasikannya kepada bawahan, serta tidak lupa 

mengimplementasikannya. Kode etik tidak harus dibuat secara formal, 

yang terpenting ialah agar setiap organisasi merasa terbiasa menekankan 

pentingnya perilaku yang etis dan integritas yang tinggi. 

Selama ini aturan perilaku yang dijalankan oleh Dinas Pendapatan 

Daerah Kota  Malang berpedoman pada strategi yang terdiri dari visi, 

misi, dan tujuan Dispenda. Berdasarkan visi, misi dan tujuan tersebut, 

kepala dinas, kepala bidang serta karyawan berusaha menciptakan 

lingkungan kerja yang nyaman dan bekerja sama dalam mencapai suatu 

tujuan organisasi. Standar etika pegawai di Dinas Pendapatan daerah 

Kota Malang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 

Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 Tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil.  

Sedangkan Standar Pelayanan di Dispenda diatur dalam Keputusan 

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Nomor 



95 
 

 
 

188.451/15/35.73.313/2011 Tentang Standar Pelayanan Publik Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Malang. Atas pelanggaran disiplin yang 

dilakukan oleh PNS akan dijatuhi hukuman disiplin. Tingkat Hukuman 

disiplin terdiri dari : 

1) Hukuman disiplin ringan 

Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis dan 

pernyataan tidak puas secara tertulis. 

2) Hukuman disiplin sedang 

Jenis hukuman disiplin sedang berupa  penundaan kenaikan gaji 

berkala selama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 

1 (satu) tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah 

selama 1 (satu) tahun. 

3) Hukuman disiplin berat 

Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari: penurunan pangkat 

setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pemindahan dalam 

rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari 

jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan 

sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat 

sebagai PNS. 

Peranan pimpinan instansi menjadi sangat penting untuk 

menciptakan lingkungan pengendalian internal yang baik. Seorang 

pemimpin harus mampu memberi contoh yang baik bagi 

karyawannya. Pimpinan harus menunjukkan perilaku yang dapat 
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mendukung penegakan integritas dan nilai etika, sehingga para 

karyawan mempunyai teladan yang patut dicontoh.  

b) Komitmen terhadap kompetensi 

Komitmen terhadap kompetensi meliputi standar kompetensi untuk  

setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi pada suatu instansi, 

persyaratan pendidikan, pengetahuan dan keterampilan dalam menduduki 

jabatan tertentu. Penerimaan pegawai pada Dispenda dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah Setempat. Diharapkan penerimaan pegawai dan 

promosi jabatan di Dispenda dilakukan secara obyektif dan selektif 

berdasarkan pada prinsip profesionalisme. Hal ini yang dimaksud dengan 

profesionalisme ialah tidak memandang secara obyektif berdasarkan 

kelamin, suku, ras, agama dan golongan. 

Komitmen terhadap kompetensi yang dilakukan oleh Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Malang yang menangani pajak hotel ialah 

pengangkatan tiap pegawai pada jabatan tertentu masih belum 

berdasarkan kemampuan dan keahlian. 

 
c) Kepemimpinan yang kondusif 

Kepemimpinan yang baik dalam suatu organisasi ialah yang 

mampu membimbing, mengarahkan, mendidik serta mengambil 

keputusan dengan bijaksana bagi pegawainya. Pemimpin yang baik 

mampu mempertimbangkan risiko dalam pengambilan suatu keputusan. 

Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, pimpinan melakukan 

interaksi secara intensif dengan pimpinan pada tingkatan yang lebih 
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rendah, sehingga komunikasi antara atasan dengan bawahan akan tetap 

terjaga. Pimpinan juga merespon secara positif terhadap pelaporan yang 

berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan. 

  
d) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan 

Suatu organisasi/perusahaan mutlak memerlukan struktur 

organisasi, begitu juga dengan Dinas Pendapatan daerah Kota Malang. 

Struktur organisasi suatu perusahaan dapat menggambarkan pembagian 

deskripsi jabatan yang dapat memperjelas garis wewenang, tanggung 

jawab dan hak masing-masing fungsi. Selain itu, fungsi struktur 

organisasi ialah mengetahui secara jelas dari siapa mereka mendapat 

perintah dan kepada siapa mereka bertanggung jawab. Sehingga dapat 

diketahui bagaimana sistem pengendalian intern yang selama ini 

diterapkan dalam Dispenda Kota Malang. Pembagian wewenang, 

kewajiban, dan fungsi masing-masing yang jelas dalam Dispenda Kota 

Malang diharapkan dapat menciptakan penyelesaian pekerjaan secara 

efektif dan efisien. 

Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang 

berpedoman pada Peraturan Daerah. Dispenda mempunyai bentuk 

struktur organisasi garis dan staff yaitu wewenang dan tugas berasal dari 

pimpinan yang dibantu oleh masing-masing bagian. Struktur organisasi 

pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sudah baik, karena  

memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-

masing bidang. Namun, ditemukan kekurangan pada uraian tugas dan 
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wewenang pada seksi-seksi bidang pada Dinas Pendapatan Daerah Kota 

Malang yang belum dijelaskan secara rinci. Hal ini dapat mengakibatkan 

pelaksanakan tugas pokok tidak dapat berjalan dengan baik. 

1. Bidang Pajak Daerah Lainnya  

Pada bidang Pajak Daerah Lainnya,  job description  telah 

digambarkan secara jelas dari masing-masing seksi. Dinas 

Pendapatan Daerah berpedoman pada Peraturan Walikota Malang 

Nomor 58 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata 

Kerja Dinas Pendapatan Daerah bagi karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya. Pembagian fungsi pada masing-masing 

seksi terlihat sangat jelas terdapat pemisahan fungsi antara petugas 

pendataan, pendaftaran dan petugas yang menetapkan besarnya 

pajak yang dikenakan. Pemisahan fungsi sudah terlihat jelas pada 

struktur organisasi, namun pada prakteknya proses pendataan dan 

pendaftaran dilakukan oleh satu orang saja. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa kegiatan pendataan dan pendaftaran rawan kemungkinan 

terjadinya kecurangan. Perangkapan pekerjaan membuat karyawan 

tidak mengetahui tanggung jawab dan wewenang mereka. 

 
2. Bidang Pembukuan  

Pembagian deskripsi pekerjaan masing-masing seksi sudah 

diuraikan sangat jelas. Pada bagian pembukuan dan pengembangan 

potensi dibagi menjadi 3(tiga) seksi yaitu yang pertama ialah seksi 

pembukuan dan pelaporan, menunjukkan bahwa informasi yang 
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dicatat dalam pembukuan akan dipergunakan untuk membuat 

laporan secara berkala. Mengingat bahwa penerimaan Dispenda 

sangat besar agar tidak terjadi kesalahan maka pelaporan dibuat 

secara periodik. Kekurangan dari bidang ini ialah terjadi 

duplikasi/perangkapan tugas yang dilakukan oleh seksi pembukuan 

dan pelaporan. Seksi ini menangani pembukuan dan pelaporan 

sekaligus yang akan mengakibatkan munculnya celah bagi 

karyawan bertindak curang. Selain itu kemungkinan buruk yang 

akan terjadi ialah tidak optimalnya kegiatan pembukuan dan 

pelaporan dikarenakan petugas yang tidak fokus pada satu 

pekerjaan. 

 
3. Bidang Penagihan  

Pada bagian Penagihan, job description dari masing-masing seksi 

sudah dijelaskan. Seksi-seksi tersebut telah menjalankan tugas 

sesuai dengan fungsinya. Cross check selalu dilakukan antara 

Bagian Penagihan dengan BKP. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui WP yang belum melakukan pembayaran. 

Secara keseluruhan, job description yang sudah dijelaskan pada 

Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2008 Tentang Uraian 

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah 

Kota Malang sudah baik. Job description dijabarkan secara jelas 

dan tidak ditemukan duplikasi pekerjaan. Tugas dan tanggung 

jawab sudah merata sesuai dengan fungsi, akan tetapi terdapat seksi 
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yang jarang di fungsikan yaitu Seksi Penyelesaian Keberatan Pajak 

Daerah. Hal ini disebabkan minimnya sosialisasi dan informasi 

yang diberikan sehingga Wajib Pajak tidak mengetahui terdapat 

fungsi keberatan di Dispenda.   

Menurut peneliti struktur organisasi pada Dinas Pendapatan Daerah 

Kota Malang sudah baik namun masih ada beberapa kekurangan. 

Maka saran yang diberikan sebagai berikut : 
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Gambar 13 
Struktur Organisasi Dinas pendapatan daerah Kota Malang Tahun 2014. (Disarankan)
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Berdasarkan analisis pada pembentukan struktur organisasi yang 

sesuai dengan kebutuhan, maka peneliti menyimpulkan bahwa struktur 

organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang terdapat kekurangan. 

Struktur organisasi yang disarankan pada gambar 13 diatas antara lain : 

1) Pada Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi membawahi 

Kasi Pembukuan Dan Pelaporan. Sebelumnya kasi Pembukuan dan 

Pelaporan dilakukan oleh satu orang dan peneliti menyarankan agar 

kedua kasi ini dipisah. Hal ini disarankan agar tidak terjadi 

duplikasi pekerjaan yang akan mengakibatkan celah bagi karyawan 

yang bertindak curang. 

e) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat 

Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang menerapkan pendelegasian 

wewenang dan tanggung jawab dengan cara memberikan wewenang 

kepada masing-masing karyawan sesuai dengan tanggung jawabnya. 

Pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab sudah secara rinci 

dituangkan pada Peraturan tentang tugas pokok dan fungsi dan tata kerja 

serta atasan wajib mengkomunikasikannya pada masing-masing 

karyawan Dispenda Kota Malang. 

 
f) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang 

pembinaan sumber daya manusia 

Penyusunan dan penerapan kebijakan yangs ehat tentang pembinaan 

sumber daya manusia yang diterapkan pada Dinas Pendapatan Daerah 

Kota Malang ialah menempatkan golongan seorang pegawai sesuai 
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dengan jenjang pendidikan. Perekrutan  pegawai Dispenda ini dilakukan 

melalui proses seleksi calon pegawai negeri sipil. Dispenda Kota 

Malang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 

tentang Kebijakan dan Prosedur Rekruitmen sampai dengan 

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan untuk peningkatan 

kualitas SDM, maka Dispenda mengadakan bimbingan teknis/pelatihan 

kepada pegawai pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini 

dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pegawai terhadap 

peraturan-peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga saat di 

lapangan dapat mengaplikasikan peraturan yang berlaku serta dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan terhadap Wajib Pajak Daerah dan 

Wajib Retribusi Daerah. 

 
g) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang 

efektif 

Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang mempunyai bagian P2O 

yang berfungsi untuk melakukan kegiatan analisis dan pemantauan 

tentang Organisasi dan Tata Kerja serta Sistem dan Prosedur Kerja 

Pemungutan Pajak. Fungsi ini berperan menyusun standar pelayanan dan 

memantau pelaksanaannya. Sedangkan pengawasan ekstern dilakukan 

oleh Badan Pengawas Daerah dan Badan Pengawas Keuangan  (BPK), 

sehingga fungsi audit pada Dispenda benar-benar dilakukan oleh pihak 

yang independen. 
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2) Penilaian Risiko 

Penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko. Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Malang menggunakan metode penilaian risiko 

yang sesuai untuk tujuan instansi pemerintah. Tujuan Dispenda Kota 

Malang lebih mengacu pada pernyataan visi dan misi yaitu mewujudkan 

peningkatan pendapatan daerah dalam rangka mendukung pertumbuhan 

perekonomian Kota Malang. Salah satu identifikasi risiko yang dilakukan 

Dispenda Kota Malang ialah dengan survey potensi hotel baru sehingga 

dapat mengurangi terjadinya kecurangan yang dilakukan Wajib Pajak untuk 

bebas dari kewajiban membayar Pajak Daerah. Petugas pajak secara rutin 

melakukan survey dengan menginformasikan ketentuan-ketentuan serta 

persyaratan bagi wajib pajak hotel yang baru. Analisis risiko dalam hal ini 

berdampak adanya wajib pajak yang belum terdata sehingga penerimaan 

terhadap pajak hotel tidak dapat meningkat. 

 
3) Kegiatan Pengendalian 

Pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang wajib 

menyelenggarakan kegiatan pengendalian untuk mewujudkan kebijakan 

agar terlaksana dengan baik. Pengendalian diterapkan untuk mencapai 

standar kinerja instansi serta dapat mengurangi terjadinya kesalahan. 

Kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh Dispenda Kota Malang terdiri 

dari: 

 
a) Review atas kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang  
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Review yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang ialah 

dengan menyelenggarakan monitoring dan evaluasi setiap bulannya 

pada semua bagian yang terkait. Monitoring dan evaluasi ini bertujuan 

untuk mengamati serta mengevaluasi kinerja pegawai atas tanggung 

jawab yang diberikan. Evaluasi terhadap realisasi PAD juga dilakukan 

dengan SKPD guna mendukung pencapaian sasaran yang telah 

direncanakan dengan tetap mengedepankan koordinasi yang intensif. 

 
b) Pembinaan Sumber Daya Manusia 

Dasar pokok dalam lingkungan pengendalian adalah keahlian dan  

kejujuran karyawan dalam melaksanakan praktik. Pembinaan sumber 

daya manusia berkaitan erat dengan proses rekruitmen, pengangkatan, 

pelatihan, kompensasi, evaluasi, prestasi dan promosi karyawan. 

Dispenda dalam hal sistem kompensasi masih belum terlihat secara 

maksimal. Sistem reward and punishment masih belum dilaksanakan 

secara maksimal. Berikut beberapa pembinaan sumber daya manusia 

yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, meliputi: 

1) Menginformasikan mengenai visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan 

dan program instansi kepada seluruh pegawai Dinas Pendapatan 

daerah Kota Malang. 

2) Menyusun struktur organisasi, uraian jabatan, program pendidikan 

serta rencana pelatihan kerja bagi pegawai. 

3) Strategi pembinaan sumber daya manusia melalui diklat bertujuan 
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meningkatkan kualitas pegawai. 

 
c) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi 

Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi pada Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Malang dalam pemungutan pajak hotel 

meliputi pengendalian umun dan pengendalian aplikasi. Pengendalian 

umum pada Dispenda Kota Malang terdiri dari: 

1) Pengamanan sistem informasi 

Pengamanan sistem informasi pada pemungutan pajak hotel 

dilakukan secara rutin. Hal ini untuk mengetahui bahwa sistem 

informasi yang dijalankan sudah baik  ataukah perlu dilakukan 

perubahan. 

2) Pengendalian atas akses 

a) Klasifikasi pada sumber daya sistem informasi berdasarkan 

kepentingan yang terkait. 

b) Mengidentifikasi siapa saja pengguna yang berhak dan otorisasi 

akses informasi secara formal 

c) Pengendalian fisik yang dilakukan untuk mencegah dan 

mendeteksi akses yang tidak diotorisasi 

3) Pemisahan tugas 

a) Menetapkan tugas yang tidak dapat digabungkan dan membuat 

kebijakan untuk memisahkan masing-masing tugas. 

b) Pengendalian atas setiap kegiatan pegawai melalui penerapan 

prosedur dan review. 



107 
 

 
 

4) Kontinuitas pelayanan 

a) Penilaian dan pengidentifikasian pada sumber daya pendukung 

atas kegiatan pemungutan pajak melalui komputerisasi yang 

baik. 

b) Melakukan langkah-langkah pencegahan dan meminimalisasi 

potensi kerusakan dan terhentinya operasi komputer.  

Pengendalian aplikasi pada Dinas Pendapatan Kota Malang dilakukan 

sesuai dengan otorisasi yang selama ini berjalan. Pengendalian 

terhadap keandalan pemrosesan data sangat dibutuhkan pada sistem  

pemungutan pajak. Pengendalian aplikasi dapat dilihat dari: 

1) Pengendalian otorisasi mencakup: 

a) Pengendalian terhadap dokumen sumber pada setiap kegiatan 

b) Pengesahan dokumen sumber 

c) Pembatasan atas akses entri data 

d) Penggunaan file induk dan laporan khusus untuk memastikan 

bahwa seluruh data yang diproses telah diotorisasi. 

2) Pengendalian kelengkapan meliputi pengentrian dan pemrosesan 

seluruh transaksi yang telah diotorisasi. Selanjutnya melakukan 

tahap rekonsiliasi untuk memverifikasi kelengkapan data. 

3) Pengendalian akurasi mencakup: 

a) Pelaksanaan validasi data untuk mengidentifikasi data yang 

salah 

b) Pencatatan, pelaporan, investigasi dan perbaikan data yang salah  
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secepatnya. 

c) Review atas laporan keluaran untuk mempertahankan akurasi 

dan validitas data. 

 
d) Pengendalian fisik atas aset 

Pengendalian fisik atas aset dilakukan untuk mengamankan dan 

melindungi asset yang berharga. Pengendalian fisik atas aset yang 

dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang ialah: 

1) Uang kas disimpan dalam brankas di dalam ruangan BKP yang  

akses masuknya dibatasi sehingga melindungi dari bentuk-bentuk 

penyelewengan yang terjadi. 

2) Catatan akuntansi dan dokumen penting disimpan dalam lemari. 

Namun dikarenakan terbatasnya jumlah lemari dan ruangan terlalu 

sempit mengakibatkan banyak dokumen yang diletakkan di meja. 

Sebaiknya ruangan BKP diperluas dan menambah jumlah lemari 

agar semua dokumen penting dapat tersimpan dengan baik dan 

rapi. 

3) Formulir-formulir yang terkait diberi nomor urut cetak, secara 

fisik diamankan serta aksesnya dibatasi. 

 
e) Penetapan review atas indikator dan ukuran kinerja 

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan sesuaai 

dengan visi dan misi instansi. Penetapan review atas indikator dan 
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ukuran kinerja yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota 

Malang ialah dengan cara membandingkan anatara target dengan 

realisasi masing-masing indikator kinerja. Indikator kinerja yang 

dimaksud ialah indikator kinerja sasaran yang merupakan indikator 

kinerja utama dan membandingkan dengan target dan realisasi pada 

indikator tujuan. 

 
f) Pemisahan Fungsi 

Pemisahan fungsi yang diterapkan Dinas Pendapatan Daerah Kota 

 Malang sudah baik, yaitu: 

1) Tugas, wewenang dan tanggung jawab pegawai yang terkait dalam 

sistem pemungutan pajak sudah dipisahkan. 

2) Pengendalian atas otorisasi atas transaksi sudah dijalankan serta 

pengendalian atas kegiatan pegawai melalui prosedur yang sudah 

ditetapkan. 

 
g) Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting 

Otorisasi atas transaksi yang terjadi pada Dinas Pendapatan daerah 

Kota Malangsudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan bentuk 

otorisasi pada penerbitan surat penting harus diotorisasi dahulu oleh 

Kepala Bidang masing-masing. Salah satu contohnya pada saat 

penerbitan Surat Ketetapan Pajak Derah (SKPD) harus diotorisasi 

terlebih dahulu oleh Kepala Bidang Pendataan, Pendaftaran dan 

Penetapan sebelum melangkah pada tahapan selanjutnya. 
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h) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan 

kejadian 

Pencatatan yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota 

Malang yaitu: 

1) Setiap transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat, dicatat 

segera sesuai dengan tanggal. 

2) Klasifikasi dan pencatatan yang tepat diterapkan pada seluruh 

transaksi dan kejadian. 

i) Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya 

Pimpinan instansi dalam hal ini ialah Kepala Dinas Pendpatan Daerah 

Kota Malang memebrikan akses atas sumber daya dan pencatatannya 

hanya kepada pegawai yang berwenang. Kadin juga wajib 

menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan 

sumber daya dan pencatatannya. 

 
j) Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern 

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang wajib memiliki, 

mengelola dan memelihara Sistem Pengendalian Intern serta transaksi 

dan kejadian penting. 

 
4) Informasi dan Komunikasi 

Dinas pendapatan Daerah Kota Malang belum menjalankan informasi 

dan komunikasi dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan kurang meratanya 

penyebaran informasi pada kalangan masyarakat serta belum tersedianya 
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alat komunikasi sebagai parantara antara masyarakat dengan Dispenda. 

Sebaiknya Dispenda menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk 

sarana komunikasi demi distribusi informasi dapat berjalan dengan efektif 

dan merata. 

 
5) Pemantauan Pengendalian Intern  

Pemantauan pengendalian intern pada Dinas Pendapatan daerah Kota 

Malang secara rutin dengan melakukan review atas kinerja instansi. Selain 

itu, Kadin terlibat dalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk Akuntabilitas  Kinerja Instansi 

Pemerintah. Penyusunan LAKIP pada Dispenda ini merupakan salah satu 

perwujudan tekad untuk senantiasa bersunggung-sungguh mewujudkan 

penyelenggaraan pemerintah yang didasarkan pada prinsip-prinsip good 

governance. 

Kepala Dinas melakukan pemantauan berkelanjutan melalui 

pengelolaan rutin, pembandingan, rekosiliasi dan tindakan lain yang terkait 

dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah juga dilakukan melaui penilaian 

sendiri, review dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern. 

Menurut peneliti sebaiknya pemantauan sekali waktu dilakukan secara 

mendadak tanpa ada pemberitahuan untuk menegtahui celah penyelewengan 

yang mungkin terjadi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi yang telah dilakukan pada Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Malang tentang Evaluasi Sistem Dan Prosedur 

Pemungutan Pajak Hotel Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Intern, maka 

peneliti menyimpulkan bahwa masih terdapat kekurangan. Salah satunya masih 

terdapat adanya kelemahan pada sistem pemungutan pajak hotel yaitu 

perangkapan tugas yang dilakukan oleh seksi pendataan dan seksi pendaftaran.  

Hal ini akan berdampak pada tugas yang dikerjakan kurang berjalan maksimal. 

Hasil evaluasi sistem pemungutan pajak hotel terdapat beberapa yang belum 

sesuai dengan lima unsur pengendalian intern yang tercantum pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern. Berikut 

ini akan dijelaskan kelemahan-kelemahan tersebut dapat dilihat berdasarkan : 

1) Terdapat perangkapan fungsi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang 

yaitu pada seksi pendataan dan seksi pendaftaran. Proses pendataan dan 

pendaftaran hanya dilakukan oleh 1 (satu) orang saja. Hal ini akan berakibat 

tidak maksimalnya tugas dari seksi pendataan dan pendaftaran serta terdapat 

celah untuk pihak terkait berbuat kecurangan. 

2) Pada seksi pembukuan dan pelaporan terjadi duplikasi/perangkapan tugas 

yang dilakukan. Seksi ini menangani pembukuan dan pelaporan sekaligus 

yang akan mengakibatkan munculnya celah bagi karyawan bertindak curang.  
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3) Formulir-formulir yang digunakan pada sistem pemungutan pajak hotel masih 

kurang memadai yaitu terdapat formulir-formulir yang belum memenuhi 

syarat formulir yang baik sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negri 

Nomor 40 Tahun 1999. Salah satunya yaitu belum ada nomor urut tercetak 

pada Surat Tanda Setoran (STS) serta pencetakan nama dan alamat Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Malang belum dicantumkan. Kekurangan seperti ini 

akan memunculkan celah bagi pihak terkait untuk berbuat curang yaitu dengan 

menyalahgunakan formulir yang belum lengkap pengisian instansi beserta 

alamatnya. 

4) Uraian tugas dan wewenang masing-masing seksi belum dijelaskan secara 

rinci. Hal ini dapat mengakibatkan masing-masing pegawai kurang memahami 

tanggung jawab dan tugasnya. 

5) Penilaian risiko yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang 

menunjukkan minimnya kegiatan survey lapangan untuk menjaring Wajib 

Pajak Baru sehingga masih banyak Wajib Pajak yang belum terdaftar. 

6) Disiplin pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dikatakan masih 

kurang dikarenakan belum terlaksananya sistem reward and punishment. Hal 

ini terlihat dari masih ada pegawai yang keluar masuk kantor pada saat jam 

kerja untuk kepentingan pribadi namun tidak ada hukuman atau peringatan 

tegas. Sehingga kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan 

Daerah Kota Malang dinilai masih kurang. 

7) Kurangnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Malang khususnya pada bidang pendapatan yang 
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berkaitan dalam sistem pemungutan pajak hotel. Hal ini dapat dilihat dari 

belum adanya pelatihan-pelatihan bagi pegawai Dispenda khususnya yang 

berkepentingan dengan pajak hotel. 

 
B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka diketahui beberapa 

permasalahan yang mungkin dapat menimbulkan celah kecurangan dan 

penyelewengan pada sistem pemungutan pajak hotel. Berikut ini beberapa saran 

dari peneliti sekiranya dapat memberikan alternatif pertimbangan bagi Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Malang dalam mengambil keputusan berkenaan dengan 

pelaksanaan sistem pemungutan pajak hotel dalam upaya mendukung 

pengendalian intern. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Upaya peningkatan pengendalian intern pada Dinas Pendapatan Daerah Kota 

Malang seharusnya diikuti dengan pemisahan fungsi yakni memisahkan seksi 

pendaftaran dan seksi pendataan dimana kedua seksi ini berada dibawah 

bidang pajak daerah lainnya. Selain itu diperlukan pemisahan fungsi pada 

seksi pembukuan dan pelaporan agar tidak terjadi perangkapan tugas pada 

seksi ini.  

2) Perubahan yang terjadi pada struktur organisasi seharusnya diikuti dengan 

berubahnya prosedur pendataan, pendaftaran, penetapan dan penerbitan. 

Masing-masing tahapan mulai dari pendataan, pendaftaran, penetapan dan 

penerbitan sebaiknya dilaksanakan oleh bidang dan keahliannya masing-

masing agar pada satu bagian tidak terjadi penumpukan tugas. 

3) Sebaiknya uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi pada Dinas 
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Pendapatan Daerah Kota Malang lebih dijelaskan secara rinci sesuai dengan 

struktur organisasi yang terbentuk. Hal ini untuk mendorong pelaksanaan 

tugas pokok masing-masing seksi dapat berjalan dengan baik. 

4) Penggunaan formulir pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang terkait 

dalam proses pemungutan pajak hotel sebaiknya diperbaiki agar sesuai dengan 

prinsip-prinsip perancangan formulir, yaitu pemberian nomor urut tercetak 

pada semua jenis formulir, pencetakan permanen nama dan alamat instansi 

dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang pada Surat Tanda 

Setoran (STS) serta pemberian kolom yang sesuai dengan media pengisian 

formulir sehingga memudahkan pekerjaan yang dilakukan. 

5) Aturan dan sanksi yang tegas bagi pegawai yang tidak disiplin dalam bekerja 

dan keluar pada saat jam kerja untuk kepentingan pribadi. Hal ini harus 

diinformasikan secara menyeluruh pada pegawai Dinas Pendapatan Daerah 

Kota Malang. 

6) Dalam upaya meningkatkan kualitas SDM, maka sebaiknya pihak Dinas 

pendapatan Daerah Kota Malang melakukan pembinaan pegawai dengan cara 

sosialisasi, seminar dan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan 

pemungutan pajak hotel. 

7) Melakukan survey secara rutin untuk mencari potensi pajak hotel yang baru. 

Hal ini berguna untuk dapat mengurangi wajib pajak yang belum terdaftar. 

8) Melakukan pengawasan secara periodik terhadap sistem pemungutan pajak 

hotel yang sudah berjalan sehingga apabila terjadi permasalahan dapat segera 

diatasi dengan baik. 
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PEMERINTAH KOTA IVIALANC;
DINAS PEN DAPATAN DAERAI{

Perkantoran Terpadu Penrerintah Kota Malang
Jl. Mayjend Sungkono Gedung B Lantai 1

Telp. (0341) 751523 Kel. Arjowinangun. Kode Pos 65132

No. SPTPD :

Masa Pajak : ..................;,...............

Tahun Pajak :

SPTPD
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)

PA.JAK HOTEL

Kepada Yth.

N.P.W.P,D :

di

PERHATIAN:
1. Harap diisi dalarn rangkap dL,a (2) drtulls HURUF OETAK
2. Beri nomcr pada .',r',ak [] : ,.g terredia untuk ja,,vaban yang diberikan
3. Setelalr dlisi dan dll;ird.:ta:Lr ,' rliar?i) diserz,hkan kembali kepada Dlnas Pendapatan Kota Malang paling

lambat 10 (sepuilrh) hari seti:iah i:erakhirnya mas;: pajak

WP yang bersangkutan berdasarkarr offir:ralAsses,ment dan Denda untuk Wp yang berdasar',an Self
Assesment

I\. DIISI OLEH PENGUSAHA HOTEL

1. Golongan Hotel i:l_I 01 Bintang lima 06. Meiatitiga
012. Bir'lang empat A7. Melati dua
t.)..\ F3ir lanq tiga 0B ltlelati satu
i,'4, Brrrtang dua 09. Ekonomi
i,rli Binl:ang satu 10. Lainrrya: .

2. Tarif dan jumlah kamar hotel '

No. Golongan i,'am;:rr Tarif (Rp.) Juml. Karnar Juml. Kmr. yg. Laku

3. Mengguna!<an kas regis,ter [] 1. Ya i-. Tidak

4. Mengadaitan pembukuan / F,:ncata:ar' I-l 1 Ya 2. Tidak

B. DII$I CItEH tr}ENGUS}AHA HOTEL SELF ASSESMENT

1. Junrlair [-,t,i.iJ,;]ir,it:iii i-,2i',t,, ;air'i':-t:,.ri.eng'"rriuL ltlasa i:r;l.1lk set:elumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak
dalam Tahun Pajak Tertentu) :

a. N/lasa Pajati . Tgl. . .. .. . s/d Tgl. .. . ..... .

b. Das;r Penganaari (.luntlah
pemhayaran yang diteritna) : Rp..... ...

c. tarif rralak (sesuai Pei"da) ..... ...... .."... o/o

d. Paja,kl-ei"hutanglbxcl . il;., ........
2. Jumlah Pembayaran dar PejakTerhuiang untuk lV'lasa Pajak sekarang (lampirkan foto copy dokumen):

a. Mas.l Pajak : Tgl. ..... ... s/d Tgl.
b. Dasirr Pengenaan (.lumlah

perr,oayaran 5rang diterirna) : Rp. ..........
c. tarif oajak (sesuai Perda) '. ...................0/o
d. PajakTerhutang(bxc) ' Rp...

MODEL DPD - O2A Dilanjutkan pada halaman 2



C. DIISI OLEH PENGUSAHA I{CTEL OFFICIAL ASSESMENT

a. Masa Pajak

b. Dasar Pengenaan (Jumlah

pembayaran yang diterima) : Rp. ..........

D. PERNIYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala arl<ibat t"mr.rt sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah

kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lrampirannya adalah benar, lengkap dan jela:.

,,. ...,..Tahun

Wajib Pajak

Narna Jelas

E. DIISI OLEH PETIUGA,S PENERIMA DIPENDA

Tata cara penghitungan dan penetapan yeng dikehendarki

[ 1. Official Assesment (dihitung dan ditetapkan oteih pejabat Dtpenda)

2. Self Assesment (menghitung dan menetapkan pajak sendiri)

Nama Petugas :

NIP

MODEL DPD - O2A

Gu ntir,,g c/islnl "--.-...

No. SPTPD :

TANDA TERIMA

Tahun

Yang lt4enerrma

MODEL DPN - O2A

(__)



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Ferkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang
Jl, Mayjend. Sungkono Gedung B Lantai 1 Telp. (0341) 751532
Kel, Arjowinangun Kode Pos 65132

Nomor Formuiir

FORMULIR PBNDAFTAITAN
WAJIB PAJAKJTIE:IRIBUSI BADAN *)

Kepada Yth.

;; :

PERHATIAN:
I. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK.

2. Beri tanda V pada kotak f] yang tersedle untukjrrvaban yang diberikarr,
j. Sctclah Forrnulir Pendaftaran ini diisi dan ditarrda tangarri, hariip diserahkan kernbali kepada

Dtnas Pendapatan Kota Malang Jl. Mayjend. Sungkono Oedung B Lanrai 1 Tclp. (0341) i5 l-i32 Kel. Arjorvinarrgun

langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal

DIISI OLEH SELUtrI.UH WAJIB PAJAK BADAN

1. Nama Badan / Merk Usaha

2, Alamat (Photo copy Surat K€terangan Domisili dilampir;kan)

- Jalan / No.

.RT/RW

- Kelurahan

- Kecamatan

- Kabupaten / Kota

- Nomor Telepon

- Kode Pos n-rr-rTr
3. Surat Izin yang dimiliki (photo copy Surat lzin harap dilampirl<an)

- Surat Izin ................... TgI.

4, Bidang Usaha (Harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)

n Biro Rektame

n Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

n 'Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan

n Hiburan

n Hotel

I Restoran

f] Lainnya yang tidak termasuk bidang tersebut di atas yaitu :

*) Coret yang tidak perlu
MODEL I DPD.01B

Dilanjulhan pada halarnan I



KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA

5. Nama Pemilik/Pengelola

6. Jabatan

7. Alarnat Tempat Tinggal

- JalanNo.

.RT/RW

- Kelurahan

- Kecamatan

- Kabupaten / Kota :

- Nomor Telepon :

- Kodc Pos
@

[nT]
8. Kewajiban Pa)ak lRetribusi :

t] Pajak Hoteldan Restoran f] RetribusiKebersihan

t] Pajak Hiburan I Retribusi Pasar Grosir dan pertokoan

E pajak Reklame 
- E n;irtb"rt pr*

n Retribusi

E pajak Gatian C tr R.,ribrrt _
-

__*E..j-ultllllwah /Atas Tanah n Rut,ib,ui *

Nama Jelas

Tanda Tangan

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA
Diterima tanggql NPWPD yang 4ilerlkrn :

Nama jelasNIP

Tanda Tangan

NPWRD yang diberikan :

n n rrr-r-rrn fE r-rTn

Nama Jelas / NIP

Tanda Tangan

MODEL: DPD - 0lB

Gunting disini

No. Formulir:

Yang Menerima

( . . . . . .. . . . . . . , . . . . .. . .. . . , . , .. . . . . . . . )

MODEL: DPD - 0lB

TA.NDATERIMA



PEMERINTAH KOTA MATANG

\ A ll DIIIAS PEII{DAPATANDAERAH
\ 4 Jt. Mayjend sungkono Gedung B Lantai I Telp. Tsls3zKelurahan Arjowinangun 

ffilt[1rr,

Nomor : 9731 ffAGIH 135.73.31312014

Sifat : Penting

Lampiran : ..,.,,
Perihal : $uret Tasihan Paiak (STF)

KETERANGAN:

Apabila setelah menerima surat ini, Saudara

merasa telah melunasi/membayar, agar

segera menghubungi Bidang Penagihan

dengan menunjukkan bukti pembayaran I
pelunasan

Malang

Berdasarkan data yang ada di Dinas Pendapatan Kota Malang, bahwa Saudara

mempunyai Sisa Pajak Terhutang (SPT) yang belum terbayar sebesar Rp. l,){engan rincian

sebagai berikut : q fuuqh /{grbilon5.

Malang,

Kepada
Yth. Sdr.

NPWPD,

Jt.

di

Sehubungan dengan haltersebut, diberitahukan kepada Saudara bahwa pada :

Hari :

Tanggal :

Tim Penagihan Tunggakan Pajak Daerah Kota Malang, akan melakukan penagihan

tunggakan Pajak Daerah tersebut diatas ditempat Saudara.

Demikian untuk menjadikan maklum dan perhatiannya.

A.N. KEPALA DINAS
PENDAPATAN KOTA MALANG

Kepala Bidang Penagihan

M. NURWIDIANTO. S. SOS
Pembina

NiP 19700206 199602 1 001

JUMLAH
*Jumlah 

lersebuf diatas belum termasuk denda sebesar 2% perbulan

Tembusan : Yth. Bapak Walikota Malang (sebagai laporan )
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